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ABSTRAK

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki posisi
strategis dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan antaragama
di Indonesia melalui dialog antaragama. Posisi strategis tersebut masih
belum optimal dari sudut pandang keanggotaan dan peran yang
dijalankan para anggotanya yang masih memiliki perspektif maskulin
yang kuat. Hal itu ditunjukkan dengan minimnya pelibatan perempuan
dalam organisasi ini. Penelitian ini mengkaji agensi perempuan dalam
FKUB dengan epistemologi dasar bahwa perempuan merupakan agen
penting dalam menyemai nilai toleransi dan perdamaian. Penelitian ini
fokus pada tiga masalah utama yakni pertama, struktur yang berkontribusi
terhadap minimnya perempuan dalam FKUB dan konsekuensinya bagi
dialog antaragama di Indonesia; kedua, agensi perempuan dalam FKUB
dan perspektif mereka tentang gender, keberagaman, dan dialog
antaragama; Kketiga, strategi agensi yang dipilih dan digunakan
perempuan di dalam struktur FKUB yang didominasi maskulin.
Penelitian kualitatif yang mengkombinasikan penelitian lapangan dan
penelitian kepustakaan ini melibatkan tujuh puluh delapan informan,
terdiri dari empat puluh tujuh perempuan dan tiga puluh satu laki-laki
anggota FKUB dari dua puluh tujuh provinsi dan kabupaten/kota yang
meliputi Indonesia bagian timur (Nusa Tenggara Timur), Indonesia
bagian tengah (Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Utara) dan Indonesia bagian barat (Aceh, Lampung, Sumatera Barat,
Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur). Penelitian ini merupakan
jenis penelitian partisipatif yang menekankan pentingnya subjektivitas
manusia dan kesadaran dalam menciptakan pengetahuan, dan
menempatkan manusia secara emansipatif dan personal. Dalam
mengumpulkan dan mengkaji data-data, peneliti menggunakan dua
pendekatan yakni pertama, pendekatan sosiologis dengan fokus perhatian
pada interaksi antara agama, politik, budaya dan masyarakat. Kedua,
pendekatan fenomenologis yang fokus pada pengalaman hidup manusia,
yakni apa yang dialami subjek penelitian tentang sebuah fenomena dan
bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya.

Menggunakan konsep dominasi maskulin dari Bourdieu dan
maskulinitas hegemonik dari Connell dan Messerschmidt, penelitian ini
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menunjukkan empat struktur dominasi maskulin di FKUB yakni
ketimpangan gender dalam struktur kepengurusan (laki-laki 91,9% dan
perempuan 8,1%), dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, bias
gender, dan penempatan perempuan di lapisan kedua dalam pengambilan
keputusan. Faktor-faktor yang memengaruhi dominasi ini meliputi
konstruksi sosial patriarkis, problem internal perempuan dalam majelis
agama, bias gender dalam pemahaman ajaran agama, serta ketidakjelasan
peraturan pemerintah dan implementasinya. Penelitian ini menemukan
bahwa maskulinitas hegemonik hadir di FKUB dalam bentuk subordinasi
perempuan baik secara struktural maupun Kkultural. Namun, ada
peningkatan jumlah anggota perempuan di banyak FKUB karena adanya
upaya mendorong perubahan habitus baru yang lebih adil gender, baik
secara individual maupun institusional. Berdasarkan teori praktik sosial
Bourdieu, ditemukan dua habitus utama di FKUB yakni visi inklusif
terhadap perbedaan agama dan etnis, tetapi belum inklusif bagi
keberagaman gender; dan dominasi laki-laki di semua organisasi
keagamaan yang memengaruhi mental model anggota FKUB tentang
peran perempuan. Habitus lain yang memengaruhi perempuan anggota
FKUB adalah keyakinan akan kesetaraan gender, yang didukung oleh
wawasan luas dan keaktifan mereka di berbagai organisasi, khususnya
organisasi perempuan. Sebagai agen aktif, dengan berbagai modal yang
dimiliki, perempuan di FKUB melakukan kritik, negosiasi, lobi, dan
desakan untuk mengubah situasi yang maskulin dan tidak adil. Modal
yang mendukung perjuangan mereka di antaranya modal sosial, kultural,
simbolik, dan ekonomi. Penelitian ini juga menemukan lima strategi yang
digunakan perempuan anggota FKUB dalam menghadapi tantangan
yakni komunikasi asertif, suportif, edukasi, suksesif, dan intervensi.
Selain itu, tiga distingsi yang memperkuat agensi mereka adalah gaya
komunikasi yang luwes, keterampilan detail oriented, dan pendekatan
lembut yang khas perempuan. Dengan agensi perempuan dan anggota
FKUB yang kapabel dalam isu keberagaman dan perspektif gender,
secara teoretis dimungkinkan terbentuknya habitus baru di FKUB dengan
visi inklusif bagi keberagaman gender. Hal ini akan menghasilkan
keseimbangan antara maskulinitas dan feminitas dan kepemimpinan yang
setara laki-laki dan perempuan di FKUB.

Kata kunci: FKUB, Dominasi Maskulin, Agensi Perempun, Kerukunan
antaragama.
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ABSTRACT

The Religious Harmony Forum (FKUB) holds a strategic
position in maintaining and fostering inter-religious harmony in
Indonesia through inter-religious dialogue. However, this strategic
potential remains underutilized, particularly concerning membership
and the roles played by its members, which are predominantly
masculine. This is evidenced by the minimal involvement of women
in the organization. This research examines women’s agency in
FKUB, positing that women are essential agents in promoting
tolerance and peace. The study addresses three primary issues: the
structural factors contributing to the lack of female participation in
FKUB and its implications for interreligious dialogue in Indonesia;
women’s agency in FKUB, including their perspectives on gender,
diversity, and interreligious dialogue; and the strategies employed by
women to navigate the masculine-dominated FKUB structure. This
qualitative research combines fieldwork and library research,
involving seventy-eight informants —forty-seven women and thirty-
one men— from FKUB members across twenty-seven provinces and
districts/cities, spanning eastern Indonesia (East Nusa Tenggara),
central Indonesia (South Kalimantan, Bali, South Sulawesi, and North
Sulawesi), and western Indonesia (Aceh, Lampung, West Sumatra,
North Sumatra, Riau Islands, DKI Jakarta, Special Region of
Yogyakarta, Central Java, and East Java). The study adopts a
participatory research approach, emphasizing human subjectivity and
awareness in knowledge creation and placing humans in an
emancipatory and personal context. Data collection and analysis
utilized two approaches: a sociological approach focusing on the
interaction between religion, politics, culture, and society and a
phenomenological approach emphasizing the lived experiences of
research subjects.

Drawing on Bourdieu’s concept of masculine dominance and
Connell and Messerschmidt’s concept of hegemonic masculinity, the
research identifies four structures of masculine dominance in FKUB:
significant gender inequality in the management structure (men 91.9%
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and women 8.1%), male dominance in decision-making, gender bias,
and the marginalization of women in decision-making processes.
Factors influencing this dominance include patriarchal social
constructions, internal challenges faced by women in religious
councils, gender-biased interpretations of religious teachings, and
ambiguous government regulations and their implementation. The
research reveals that hegemonic masculinity manifests in FKUB
through both structural and cultural subordination of women.
Nevertheless, there has been an increase in female membership in
many FKUBs due to efforts promoting a more gender-equitable
habitus, both individually and institutionally. According to Bourdieu’s
theory of social practice, two primary habitus are identified within
FKUB: an inclusive vision of religious and ethnic differences, yet
lacking inclusivity for gender diversity, and male dominance in
religious organizations shaping FKUB members’ perceptions of
women’s roles. An alternative habitus influencing female FKUB
members is their belief in gender equality, supported by their broad
insights and active involvement in various organizations, especially
women’s organizations. As active agents, women in FKUB engage in
criticism, negotiation, lobbying, and exerting pressure to transform
masculine and unjust situations, leveraging their social, cultural,
symbolic, and economic capital. The study identifies five strategies
employed by female FKUB members to overcome challenges:
assertive communication, supportive, educational, successive, and
intervention. Additionally, three characteristics that strengthen their
agency are a flexible communication style, detail-oriented skills, and
a soft approach unique to women. With women’s agency and FKUB
members adept in diversity and gender perspectives, it is theoretically
feasible to develop a new habitus within FKUB, characterized by an
inclusive vision for gender diversity. This will foster a balance
between masculinity and femininity and achieve equal leadership for
men and women in FKUB.

Keywords: FKUB, Masculine Domination, Women’s Agency,
Interreligious Harmony.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf .
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
. Tidak . .
|
Alif dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
o Ta T Te
& Tsa 3 Es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
, Ha (dengan titik di
C Ha H bawah)
C Kha Kh Ka dan ha
> Dal D De
3 Zal 7 Zet (dengan titik di
atas)
) Ra R Er
J Za Z Set
s Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
Es (dengan titik di
o Sad > bawah)
. De (dengan titik di
o Dad D bawah)
L Ta T Te (dengan titik di
bawah)
b 73 7 Zet (dengan titik di
§ bawah)
¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik keatas
¢ Gain G Ge
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< Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
O Nun N En
9 Wawu W We
A Ha H Ha
¢ Hamzah ’ Apostrof
&3 Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
330azs ditulis Muta ‘addidah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan yang paling
terdampak akibat konflik dan peperangan. Selain kondisi fisik yang
lemah, mereka juga tidak bersenjata sehingga sangat mudah
mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari pihak-pihak yang
berkonflik, termasuk pelecehan seksual dan perkosaan. Misalnya
konflik dan kerusuhan antaragama di Poso, Sulawesi Tengah (1998-
2001), telah mengubah status para perempuan sebagai pengungsi,
janda, pencari nafkah dan ibu rumah tangga sekaligus.* Demikian juga
konflik intra-agama, seperti kekerasan tahun 2010 dan 2011 terhadap
Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Mataram dan Cikeusik, perempuan
mengalami kekerasan karena mereka distigmatisasi, diintimidasi, dan
diancam secara fisik melalui penggusuran.? Akan tetapi, perempuan
juga memainkan peran signifikan dalam upaya rekonsiliasi dan
pembangunan perdamaian. Dalam konteks ini, perempuan
berkontribusi mencegah eskalasi kekerasan dan memulai proses
rekonsiliasi sosial di level akar rumput,® dan di masyarakat luas.*

! Lian Gogali, Konflik Poso: Suara Perempuan dan Anak Menuju
Rekonsiliasi Ingatan, Yogyakarta: Galang Press, 2009, 21 dan Nuhdiatul Huda
Mangun, “Perempuan Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Pasca Konflik
(Kerusuhan) Poso”, Jurnal Perempuan, No 24, (2002): 39. Lihat juga J.B.
Banawiratma, dll, Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di
Indonesia, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2010), 130.

2 Nina Mariani Noor, Ahmadi Women Resisting Fundamentalist
Persecution a Case Study on Active Group Resistance in Indonesia,
(Switzerland: Globethics.net, 2017), 128-133.

3 Wiwin Siti Aminah “Perempuan, Dialog, dan Perdamaian Pascakonflik:
Pengalaman Institut Mosintuwu”, dalam Costly Tolerance: Tantangan Baru
Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda, editor: Suhadi, (Yogyakarta:
CRCS UGM, 2018), 268.

4 Ariel Ehmer, etal, Accommodating ldentity In Youth Religious
Peacebuilding Programs, (Search for Common Ground, 2017), 20.

1



Berdasarkan hasil riset, perempuan secara sosial terkondisikan
untuk tidak melakukan kekerasan dibandingkan laki-laki, dan
cenderung menggunakan dialog dalam memecahkan masalah,® serta
memiliki keterampilan negosiasi yang baik.® Misalnya dalam konflik
di Ambon, Poso dan Aceh, tidak sedikit perempuan memimpin proses
dialog antaragama dan perdamaian di akar rumput, dan perempuan
sering berhasil melakukan negosiasi dengan suaminya untuk
meletakkan senjata.” Perempuan juga memiliki peran penting di dalam
keluarga, dan berpotensi menjadi aktor yang efektif, pembuat
keputusan kunci, sekaligus penerima manfaat dari perdamaian.®
Contohnya, sebagai ibu dan pendidik utama, perempuan mengajarkan
kesetaraan gender, menerapkan pola asuh yang demokratis dan
menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama kepada
anak-anaknya. Demikian juga sebagai istri, perempuan dapat
memengaruhi suaminya untuk tidak terlibat dalam konflik dan
kekerasan.

Perempuan menjadi kekuatan sosial dalam mempromosikan
perdamaian dan memiliki kapasitas yang besar untuk menyelesaikan
konflik melalui cara-cara tanpa kekerasan. Namun dalam konteks ini,
ada juga perempuan yang terlibat dalam konflik dan melakukan
kekerasan, bahkan menjadi kombatan yang berada di garis depan
dalam pertempuran. Misalnya, dalam konflik Ambon, ada perempuan
yang menjadi mata-mata, membantu orang-orang yang berperang, dan
turut mengangkat senjata.’

5 Elise Féron, “Gender and Peace Negotiations Why Gendering Peace
Negotiations Multiplies Opportunities for Reconciliation,” dalam PIN Policy
Brief, (Agustus 2015): 3.

& Kemi Ogunsanya dan Kwezi Mngqibisa, “A Gender Perspective for
Conflict Management,” dalam Occasional Paper, No. 4, (2000): 2.

7 Cate Buchanan (editor), Pengelolaan Konflik di Indonesia - Sebuah
Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso, (Switzerland: Centre for
Humanitarian Dialogue, 2011), 12-13

8 ASEAN IPR Secretariat, “ASEAN Women Interfaith Dialogue:
Promoting Understanding for an Inclusive and Peaceful Society,” Jakarta,
November 12-13, (2019): 4-6.

 Lian Gogali, dkk., Perempuan, Konflik dan Perdamaian: Tuturan
Perempuan Korban dan Penyintas Konflik dan Perdamaian di Poso, Ambon dan



3

Namun demikian, dalam hal penciptaan, pemeliharaan, dan
pembangunan perdamaian pada skala yang lebih besar, perempuan
seringkali dikecualikan dari peran-peran penting sebagai fasilitator
dan pembangun perdamaian®® dan tidak terlihat dalam perjanjian-
perjanjian perdamaian.'! Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari posisi
mereka yang tidak setara dalam proses pengambilan keputusan dalam
keluarga, komunitas, dan ruang publik.!? Laki-laki dan pengaruhnya
ada di mana-mana dalam konflik dan proses perdamaian, karena
mayoritas mereka sebagai kombatan, pemimpin militer dan politik,
diplomat, negosiator, mediator, dan tokoh media.'®* Oleh karena itu,
kebanyakan pembahasan dan pengambilan keputusan tentang masalah
perdamaian dan keamanan dilakukan oleh, untuk, dan tentang laki-
laki. Namun demikian, laki-laki yang dimaksud di sini adalah laki-laki
dalam narasi dominan, khususnya dalam konteks konflik. 4

Dalam wacana dialog antaragama, perempuan umumnya kurang
terwakili. D'Souza menunjukkan bahwa peran perempuan dalam
dialog antaragama kurang menonjol karena perempuan belum
terwakili secara signifikan dalam hierarki lembaga keagamaan dan
kehadiran mereka dianggap minim atau bahkan tidak relevan.® Dialog
antaragama di antara para pemimpin laki-laki tersebut terkait erat
dengan keistimewaan laki-laki dalam hal kekuasaan dan dominasi.'®

Atambua, (Kupang: JPIT, 2021), 256-260. Lihat juga Buchanan (editor),
Pengelolaan Konflik di Indonesia, 17 dan 25.

10 Ogunsanya and Mngqibisa, “A Gender Perspective, 1.

1 Nijole Petkeviciute dan Dalia Streimikiene, “Gender and Sustainable
Negotiation,” Economics & Sociology, 10, 2, (2017): 287.

12 ASEAN IPR Secretariat, “ASEAN Women,” 10.

13 John Newman, ed., Masculinities, Conflict and Peacebuilding:
Perspectives on Men Through A Gender Lens, (Saferworld, 2014). 1.

14 Lihat Rahel Kunz, Henri Myrttinen & Wening Udasmoro, “Preachers,
pirates and peace-building: Examining non-violent hegemonic masculinities in
Aceh,” Asian Journal of Women'’s Studies, Vol. 24, No. 3, (2018): 314-316.

15 Diane D’Souza, “Gendered Perspectives on Interfaith Dialogue,”
makalah dipresentasikan dalam Consultation Ecclesia of Women in Asia: Voices
of the Silenced di Bangkok, (November 2002): 8-9.

16 Jeannine Hill Fletcher, “Women in Inter-Religious Dialogue,” dalam
The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue, ed. Catherine
Cornille, (West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd, 2013), 169-170.
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Alison Stuart menyimpulkan bahwa institusi keagamaan secara
keseluruhan adalah institusi patriarki yang didominasi oleh laki-laki,
terutama dalam posisi kepemimpinan dalam struktur keagamaan
formal.’” Abu-Nimer menegaskan bahwa dalam penciptaan
perdamaian antaragama, mayoritas program dan organisasi yang
terlibat tetap didominasi oleh laki-laki, baik dalam perspektif maupun
representasi.’®* Bahkan semua agama di dunia saat ini
mempertahankan dominasi  laki-laki dalam struktur sosial
masyarakat.'® Tidak heran jika lembaga-lembaga seperti Religion for
Peace secara historis hanya memiliki sedikit perempuan dalam posisi
kepemimpinan.?® Patut dicatat bahwa hegemoni laki-laki dalam dialog
antaragama tidak hanya terjadi di Indonesia. Fenomena ini terjadi
hampir di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Barat sekalipun.
Sejak tahun 1990-an, di kalangan masyarakat sipil telah muncul
gerakan dialog lintas-SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)
yang disebut Th. Sumartana sebagai “kecambah civil society di
Indonesia.”?! Di antara beragam organisasi tersebut ada yang fokus
pada upaya dialog antaragama atau menjadikan dialog sebagai bagian
dari agenda yang lebih besar atau organisasi keagamaan.?? Misalnya,
Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia -INTERFIDEI (1991),

17 Alison Stuart, “Freedom of Religion and Gender Equality: Inclusive or
Exclusive?” dalam Human Rights Law Review 10, (Oxford University Press,
2010), 439. Lihat juga Ghazala Mir, John Lawler dan Mary Godfrey, “Chapter
Heading Women, Faith and Social Cohesion: Models for Building Cohesive
Communities,” Laporan Penelitian oleh Joseph Rowntree Foundation, (Juli,
2010): 4 dan World Faiths Development Dialogue, Interfaith Journeys An
exploration of history, ideas, and future directions, (February 2017), 44-45.

18 Mohammed Abu-Nimer, “Religion and Peacebuilding: Reflections on
Current Challenges and Future Prospects,” dalam Journal of Interreligious
Studies, Issue 16, (March 2015): 22-23.

19 Kamila Klingorovd and Toma§ Havliek, “Religion and Gender
Inequality: The Status of Women in the Societies of World Religions, Moravian
Geographical Reports, 23, 2, (2015): 3.

20 World Faiths Development Dialogue, Interfaith Journeys, 61.

2l Trisno S. Sutanto, “Negara, Kekuasaan, dan “Agama” : Membedah
Politik Perukunan Rezim Orba,” dalam Zainal Abidin Bagir, dkk. Pluralisme
Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, (Bandung: Mizan,
2011), 147.

22 Banawiratma, dll, Dialog Antarumat, X.
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Lembaga Kajian Islam Sosial - LKIS (1992), Masyarakat Dialog
Antaragama-MADIA (1995), Indonesian Conference on Religion and
Peace - ICRP (2001), Lembaga Antar-Iman Maluku untuk
Kemanusiaan (eLaleM) (2003),% dan lain-lain. Gerakan tersebut
semakin subur menjelang dan setelah era Reformasi dengan berdirinya
beragam komunitas dan organisasi lintas agama di berbagai tempat di
Indonesia.

Selain masyarakat sipil, pemerintah juga telah memberi
perhatian pada upaya dialog antaragama, misalnya Kemendagri
(Kesbangsol), dan khususnya melalui Departemen
Agama/Kementerian Agama yang memiliki mandat untuk
menyelenggarakan urusan agama. Di era Reformasi, Kemenag bahkan
menjadi satu-satunya kementerian yang dipertahankan memiliki
struktur dari pusat hingga daerah (Kabupaten/Kota). Hal ini
menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam
pengaturan kehidupan beragama di masyarakat. Akan tetapi, konsep
dan program yang dikembangkan oleh pemerintah kurang efektif,
bahkan kadang kontraproduktif.

Pada era Orde Baru, pemerintah membentuk lembaga seperti
Badan Kontak Antaragama (BKA) tahun 1967, Wadah Musyawarah
Antar Umat Beragama (WMAUB) tahun 1979 dan Lembaga
Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) tahun 1993. Selama
periode tersebut, pemerintah mengelola masalah antar umat beragama
dengan cara-cara opresif untuk menekan konflik dan menggunakan
pendekatan top-down dalam menangani masalah di masyarakat atas
nama “stabilitas politik" dan pembangunan.?* Karena itu, tidak
mengherankan jika pada era Orde Baru ketegangan antar umat
beragama meningkat dan mencapai puncaknya menjelang Reformasi
dengan terjadinya konflik dan kekerasan di berbagai wilayah,
misalnya di Ambon, Poso dan Singkawang.

23 |bid., 52-56.

2 Achmad Munjid, “Building a Shared Home: Investigating the
Intellectual Legacy of the Key Thinkers of Inter-religious Dialogue in
Indonesia”, Disertasi pada Temple University, Philadelphia, (2014), 55.



Namun demikian, pasca Reformasi terjadi perubahan
pendekatan pemerintah dari top-down menjadi bottom up, melalui
pengembangan dialog multikultural dan kerja sama antaragama untuk
kemanusiaan. Demikian juga pelibatan masyarakat lebih banyak dan
pemberian porsi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam
mengantisipasi atau menangani konflik.*® Di Kementrian Agama
(Kemenag), program-program kerukunan antaragama ditangani dan
dikelola oleh dua institusi, yakni Badan Litbang dan Diklat Kemenag
yang mengurusi perencanaan kebijakan-kebijakan kerukunan
antaragama dalam bentuk kegiatan riset dan pelatihan, dan pada
tataran praktis lapangan dibentuklah Pusat Kerukunan Umat
Beragama (PKUB) pada tahun 2001 di bawah Sekretariat Jendral
Kemenag yang mengoperasikan program-program kerukunan
antaragama.?®

Pada tahun 2006, Kemenag kemudian memfasilitasi
pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB
dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006
(selanjutnya disebut PBM). Kehadiran FKUB menjadi rekan utama
PKUB di setiap daerah di Indonesia, karena FKUB bukan lembaga
birokrasi yang tunduk terhadap lembaga yang berada di atasnya, tetapi
“lembaga yang dibentuk oleh para pemuka agama yang mempunyai
kewenangan tersendiri  berdasarkan kebijaksanaannya untuk
memutuskan program kerukunan umat beragama di daerahnya masing
masing.”%’

Kehadiran FKUB diharapkan dapat mendorong praktik dialog
di kalangan masyarakat. FKUB menjadi ruang bagi para pemuka
agama untuk saling bertemu dan mengenal satu sama lain, dan
menghadapi masalah umat beragama secara bersama-sama. Akan
tetapi dalam kenyataannya, belum semua FKUB berperan baik. Dalam
beberapa kasus, alih-alih merukunkan umat beragama, FKUB justru

% Banawiratma, dll, Dialog Antarumat, 72-74.
% Ibid., 75-78.
27 Ibid., 85
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menghambat kerukunan antaragama,®® termasuk penghambat utama
dalam pemberian izin pendirian rumah ibadah, seperti dilaporkan oleh
CRCS-UGM, SETARA, The Wahid Institute, dan lain-lain.?°

Meskipun demikian, eksistensi FKUB tetap signifikan dalam
rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat
beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan karena orientasi
hubungan antaragama dalam FKUB terarah pada komunikasi dan
kerja sama yang lebih jujur.®®* Husni Mubarok menyebut FKUB
memiliki posisi yang strategis®* dalam menumbuhkan perdamaian di
masyarakat melalui tugas utamanya memfasilitasi dialog antaragama.
FKUB dipandang mampu menjembatani dialog antaragama di
masyarakat dan dialog antara masyarakat dengan pemerintah. FKUB
juga menjadi pemberi rekomendasi sebuah rumah ibadah boleh
didirikan atau tidak. FKUB, bersama pemerintanh daerah dan
Kemenag, juga berperan sebagai fasilitator dalam menjamin
kebebasan beribadah bagi warga negara,®? dan sebagai mediator dalam
konflik dengan mencari solusi bersama yang tidak melanggar hak
konstitusional masing-masing.*®

Berdasarkan data dari Pusat Kerukunan Umat Beragama
(PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia, FKUB telah
terbentuk di 34 Provinsi dan 509 FKUB Kabupaten/Kota.3* Jika rata-
rata anggota FKUB Provinsi 21 orang dan anggota FKUB
Kabupaten/Kota 17 orang, maka diperkirakan total jumlah anggota
FKUB seluruh Indonesia adalah lebih dari 9.000 orang. Jangkauan

2 lhsan Ali Fauzi, dkk., Kontroversi Gereja di Jakarta, (Yogyakarta;
CRCS, 2011), 111.

2 Mohammad Igbal Ahnaf, dkk, Praktik Pengelolaan Keragaman di
Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi, (Yogyakarta: CRCS, 2015), 7.

30 Banawiratma, dll, Dialog Antarumat, 48.

81 Husni Mubarok, “Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB),” dalam Dialog, 37, 2. (December 2014): 197-198.

32 Suhadi, dkk., Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia
Tahun 2008, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2008), 31.

33 Zainal Abidin Bagir, dkk., Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di
Indonesia Tahun 2012, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2013), 27-28.

3 https://pkub.kemenag.go.id/artikel/43236/pemberdayaan-forum-
kerukunan-umat-beragama-fkub, diakses pada 27 Agustus 2021.



https://pkub.kemenag.go.id/artikel/43236/pemberdayaan-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub
https://pkub.kemenag.go.id/artikel/43236/pemberdayaan-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub

8

yang luas tersebut menjadikan FKUB sebagai kekuatan besar dalam
upaya menciptakan kerukunan antaragama di Indonesia.

Terkait dengan konsep kerukunan, PBM Pasal 1 mendefinisikan
kerukunan antaragama sebagai ‘“keadaan hubungan antar umat
beragama berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling
menghormati, menghargai persamaan dalam mengamalkan ajaran
agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.” Definisi kerukunan ini masih menyisakan masalah.
Ihsan Ali Fauzi, dkk, memandang definisi ini tidak lengkap karena
tidak membahas kebebasan menjalankan ajaran agama dan
keyakinan.®® Dengan bahasa lain Hefner menyebut komitmen negara
bagi kerukunan agama menafikan komitmen bagi kebebasan
beragama yang lebih pluralistik.® Namun demikian, peneliti setuju
dengan pendapat Zainal Abidin Bagir bahwa konsep kerukunan dan
kebebasan sesungguhnya saling terkait, meskipun keduanya jelas
berbeda, bahkan dipertentangkan.®’

Konsep kerukunan, sebagai paradigma dominan dalam
pengelolaan kehidupan beragama, yang dikembangkan sejak tahun
1967 sampai saat ini, memang masih mendapatkan banyak Kkritik.
Menurut Trisno, kerukunan dan “politik perukunan” sejak masa Orde
Baru belum banyak berubah hingga kini. “Politik kerukunan”
(harmonising politics) yang dimaksud yakni “kerukunan yang
didefinisikan, diterapkan, dijaga oleh dan demi langgengnya rezim
kekuasaan negara.”® Hal tersebut tercermin dalam Rancangan

% lhsan Ali-Fauzi, dkk., Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku
Saku FKUB, (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2018), 6. Lihat juga Zainal Abidin
Bagir, dkk., Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau
Berkeyakinan, (Yogyakarta: CRCS, 2019), 101.

% Robert Hefner dan Ihsan Ali Fauzi, Mengelola Keragaman dan
Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori dan Advokasi, (Yogyakarta:
CRCS, 2014), 33.

87 Zainal Abidin Bagir, Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif
Penanganan Masalah, (Yogyakarta: CRCS, 2017), 8.

3 Trisno S. Sutanto, “Negara, Kekuasaan, dan “Agama”, 117.
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Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) yang
disusun pada 2003 oleh Kemenag. Menurut Trisno, kelemahan konsep
kerukunan karena model kerukunan yang dibangun didasarkan pada
“paradigma pembinaan,” di mana elite dan umat menjadi obyek
binaan sehingga hasilnya “kerukunan semu.”® Selain itu, konsep
kerukunan dilandasi oleh kondisi darurat (“sisa-sisa G-30S/PKI”’) dan
perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang
dipandang sebagai ancaman disintegrasi bangsa, sehingga tabu untuk
dibicarakan secara terbuka.*® Padahal untuk membangun dialog,
keragaman SARA perlu dilihat sebagai kekuatan dan oleh karenanya
harus didiskusikan dan dialami.

Banawiratma, dkk, memandang program dialog antaragama era
Orde Baru berorientasi pada kerukunan dengan membatasi ekspresi
perbedaan dan menomorsatukan persatuan demi pembangunan.*!
Konsep trilogi kerukunan yang digagas Menteri Agama Alamsyah
Prawiranegara, dan dilanjutkan olen Munawwir Syadzali juga tidak
terlepas dari “konsep penyeragaman Orde Baru demi stabilitas
nasional di mana perbedaan dianggap sebagai potensi konflik yang
mengancam program pembangunan.”*? Pada titik inilah, masyarakat
sipil kemudian merespons “politik kerukunan” dari pemerintah yang
dipandang kurang berhasil tersebut dengan beragam inisiatif dialog
antaragama yang menekankan kerja sama antaragama, selain
memahami doktrin-doktrin keagamaan.

Sebagian besar organisasi yang mempunyai program dialog
antaragama, termasuk di FKUB, beroperasi dengan asumsi ada
dinamika kuasa yang seimbang dan setara antara laki-laki dan
perempuan sehingga suara laki-laki dan perempuan sama-sama
terdengar dan didengarkan. Namun dalam praktiknya, hal ini jauh dari
kenyataan. Berdasarkan pengalaman peneliti dalam berbagai aktivitas
dialog antaragama sejak akhir 1998, khususnya sebagai anggota
FKUB Provinsi DIY sejak 2014 sampai sekarang, peneliti

% Ibid., 133.

40 1bid., 147

41 Banawiratma, dll, Dialog Antarumat, 43.
42 |bid., 45.
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menyaksikan langsung perempuan masih sangat minim terlibat atau
dilibatkan dalam dialog antaragama dan melihat konsekuensinya.
Peneliti menemukan rata-rata anggota FKUB adalah 92 persen laki-
laki dan 8 persen perempuan.*® Data ini menunjukkan adanya gap
yang sangat lebar antara laki-laki dan perempuan di FKUB. Beberapa
penelitian tentang FKUB juga menunjukkan persentase keterlibatan
perempuan di FKUB sangat kecil** dan bahwa FKUB merupakan
lembaga yang didominasi “laki-laki.”*

Ketimpangan yang lebar antara laki-laki dan perempuan di
FKUB tidak muncul secara kebetulan, melainkan di baliknya terdapat
struktur-struktur yang berkontribusi terhadap lahirnya kesenjangan
tersebut. Salah satunya struktur dan praktik dominasi maskulin*® yang
dipupuk secara kultural, politis, dan teologis.*’

43 Wiwin Siti Aminah Rohmawati, “The Role of Women in Interreligious
Dialogue in Indonesia: A Study on the Forum for Religious Harmony (FKUB),
The Muslim World, Vol. 110, (Autumn 2020): 581.

4 Mubarok, “Memperkuat Forum,” 201.

4 Nawari Ismail, “Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat
Beragama: Studi Kasus di Propinsi Nusa Tenggara Barat,” Prosiding Konferensi
Nasional Ke-4, Asosiasi =~ Program Pascasarjana Perguruan Tinggi
Muhammadiyah, (2016): 156-157.

46 Kata maskulin (masculine) berasal dari bahasa Latin yaitu masculinus
dari masculus yang berarti laki-laki. Kata masculine merupakan kata benda yang
bermakna laki-laki, dan kata sifat yang bermakna memiliki kualitas atau
penampilan yang secara tradisi dikaitkan dengan laki-laki atau jantan. Kebalikan
dari maskulin adalah feminin (feminine) juga berasal dari bahasa latin yaitu
femininus dari kata femina yang bermakna perempuan. Feminin merupakan kata
benda yang berarti perempuan dan kata sifat yang berarti memiliki kualitas atau
penampilan yang biasanya secara tradisional dihubungkan dengan perempuan,
terutama kelembutan dan kecantikan. Oxford Dictionaries, ‘Masculine’ diunduh
dari http://www.oxforddictionaries.com/ definition/english/masculine, Merriam
Webster, ‘Masculine’ diunduh dari https://www.merriam-webster.com/
dictionary/masculine, diakses 8 Agustus 2023. Dan Oxford Dictionaries,
‘Feminine’ diunduh dari http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/feminine, diakses 8 Agustus 2023.

47 Rohmawati, “The Role of Women in Interreligious Dialogue, 587.
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Dominasi maskulin®® yang pada gilirannya akan memunculkan
maskulinitas hegemonik* di dalam FKUB, secara langsung maupun
tidak langsung berakibat pada kurang efektifnya fungsi dan peran
FKUB dalam mewujudkan kerukunan antaragama di Indonesia.
Karena maskulinitas hegemonik, yang melegitimasi dominasi laki-
laki dan membenarkan subordinasi perempuan di dalam masyarakat,
berkontribusi signifikan terhadap lahirnya gap yang lebar antara laki-
laki dan perempuan di dalam FKUB.

Oleh karena itu, menjadi menarik dan penting untuk meneliti
lebih jauh tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap adanya
gap lebar tersebut dan bagaimana dampaknya bagi perwujudan dialog
antaragama dan perdamaian di masyarakat. Lebih lanjut, penting juga
untuk mengkaji tentang agensi perempuan yang menjadi anggota
FKUB di tengah institusi yang maskulin ini.

Topik tentang FKUB telah banyak dibahas oleh para sarjana.
Namun kajian mereka sebagian besar berkaitan dengan peran dan
fungsi FKUB dalam mewujudkan kerukunan antaragama di
masyarakat. Mayoritas kajian mereka juga dilakukan dalam konteks
lokal.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, terdapat tiga
kegelisahan akademik mendalam dalam penelitian ini, di mana
ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Pertama, fenomena gap
sangat lebar antara laki-laki dan perempuan di FKUB sangat kontras
dengan gerakan kesetaraan gender yang sudah diperjuangkan di
Indonesia sejak tahun 80-an. Gerakan feminis di Indonesia tenyata
belum memberikan dampak signifikan dalam masyarakat, khususnya
dalam organisasi keagamaan, untuk mengakhiri subordinasi dan

48 Pierre Bourdieu, Dominasi Maskulin, (La Domination Masculine),
penerjemah Stephanus Aswar Herwinarko, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010). 43.

49 R.W.Connell, Gender and Power, (California: Stanford University
Press, 1987), 183 dan R.W. Connell, “Understanding Men: Gender Sociology
and the New International Research on Masculinities,” makalah dipresentasikan
pada Clark Lecture, University of Kansas, 19 September, (2004). Lihat juga R.
W. Connell dan James W. Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity Rethinking
the Concept,” Gender & Society, Vol. 19 No. 6, (Desember 2005): 832.
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diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu penting untuk
mengkaji struktur sosial yang menyebabkan fenomena tersebut
muncul, termasuk aturan mengenai FKUB dan praktik ber-FKUB.

Kedua, meski keterlibatan perempuan di arena publik di
Indonesia semakin meningkat, namun norma gender tradisional masih
berlaku di sebagian besar masyarakat Indonesia hingga saat ini,
termasuk dalam institusi-institusi keagamaan. Namun demikian,
dalam realitasnya ternyata ada juga perempuan yang dilibatkan dalam
FKUB. Oleh karena itu penting untuk mengkaji agensi perempuan
dalam konteks FKUB yang didominasi laki-laki.

Ketiga, suara-suara dan pengalaman perempuan sebagian besar
kurang terdengar dalam isu dialog antaragama, khususnya di FKUB.
Demikian juga, perempuan sebagai agen yang sangat penting dalam
menciptakan perdamaian melalui dialog antaragama di masyarakat
kurang mendapat perhatian. Pada titik inilah peneliti memandang
penting untuk menyusun secara sistematis narasi terkait dengan agensi
perempuan sekaligus peran strategis mereka dalam mewujudkan
dialog antaragama melalui FKUB.

B. Rumusan Masalah

Posisi FKUB vyang strategis dalam menciptakan kerukunan
antaragama dan perdamaian di Indonesia bertolak-belakang dengan
realitas wajah FKUB yang sangat maskulin dan sangat minimnya
perempuan terlibat atau dilibatkan baik sebagai pengurus maupun
sebagai penerima manfaat dari program-program FKUB. Hal tersebut
berakibat pada kurang efektifnya peran dan fungsi FKUB, dan dengan
demikian dampaknya menjadi kurang signifikan terhadap perwujudan
kerukunan dan perdamaian di masyarakat Indonesia yang majemuk.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penelitian ini berusaha
menjawab tiga pertanyaan utama sebagai berikut:

Pertama, struktur apa yang berkontribusi terhadap minimnya
perempuan dalam FKUB dan konsekuensinya bagi dialog antaragama
di Indonesia?

Kedua, bagaimana agensi para perempuan dalam FKUB dan
perspektif mereka tentang gender, keberagaman dan inklusivitas?
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Ketiga, bagaimana strategi agensi para perempuan di dalam
struktur FKUB yang didominasi struktur maskulin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa dengan memahami struktur
yang menyebabkan lahirnya gap lebar antara laki-laki dan perempuan
di dalam FKUB, struktur yang timpang tersebut butuh dan dapat
diubah menjadi seimbang, bahkan adil gender. Lebih jauh, dengan
mengungkap agensi, strategi dan distingsi perempuan di FKUB yang
berwajah sangat maskulin, maka pengalaman, pergumulan dan
perjuangan mereka dapat menjadi sumber pengetahuan. Demikian
juga, dengan menarasikan secara kritis terkait dengan perspektif dan
karya para perempuan anggota FKUB dalam isu gender, keberagaman
dan inklusivitas, maka suara mereka, sebagai kelompok minoritas,
dapat terdengar dalam wacana kontemporer perempuan, dialog
antaragama dan perdamaian di Indonesia dan beyond.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi,
secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan
berguna untuk: (1) Memberikan sumbangan teori pada kajian ilmu
sosiologi, khususnya terkait dengan isu perempuan, dialog antaragama
dan perdamaian di Indonesia dan di Asia Tenggara. (2) Memberikan
pengetahuan tentang bagaimana perempuan, dengan agensinya,
menggunakan strategi dan distingsi mereka dalam konteks FKUB
yang didominasi oleh laki-laki dan maskulin. (3) Memberikan
wawasan tentang fenomena adanya gap yang sangat lebar antara laki-
laki dan perempuan dalam FKUB, struktur yang berkontribusi
terhadap femomena tersebut dan dampaknya terhadap dialog
antaragama dan perdamaian di Indonesia.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi signifikan terhadap: (1) Pengembangan
paradigma baru tentang urgensi kesetaraan gender dalam isu dialog
antaragama, khususnya di FKUB. Perempuan patut diberi peluang
yang sama (equal opportunity) dengan laki-laki dalam FKUB, karena
laki-laki maupun perempuan sama-sama sebagai agen penting dalam
menciptakan dan menjaga kerukunan dan perdamaian di masyarakat
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melalui dialog antaragama. (2) Pentingnya menemukan struktur-
struktur yang berkontribusi terhadap adanya kesenjangan yang lebar
antara laki-laki dan perempuan dalam FKUB. Dengan demikian,
memungkinkan tumbuhnya kesempatan dan ruang yang setara antara
laki-laki dan perempuan dalam dialog antaragama, khususnya di
FKUB, di masa yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Telah banyak studi yang memfokuskan kajian pada isu dialog
antaragama dan perempuan atau gender. Helene Egnell (2002)%
menyoroti tentang dialog antaragama yang sebagian besar dilakukan
oleh laki-laki dan isu gender jarang menjadi agenda, terutama di
tingkat resmi.Egnell menyimpulkan bahwa teologi feminis
mengandung sumber daya yang dapat meningkatkan dialog
antaragama. Diane D’Souza (2002)*! yang mengkaji pengalaman
perempuan lintas agama dalam program “Women’s Interfaith
Journey” menyimpulkan bahwa perempuan menemukan cara lain
untuk melakukan dialog antaragama, yakni fokus pada masalah
pribadi atau komunitas, dan melibatkan diri secara emosional dan
relasional.

Ursula King (2007)% menyimpulkan sangat sedikitnya
perempuan terlibat dalam dialog antaragama disebabkan masih adanya
marginalisasi, invisibility dan exclusion terhadap perempuan. King
menggambarkan kebanyakan dialog antaragama mirip dengan “dialog
tuli,” yang berkontribusi pada kurang efektifnya dialog dan
manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat secara luas karena tidak
didengarnya suara perempuan. Sementara itu Ghazala Mir, dkk

%0 Helene Egnell, “Dialogue for Life — Feminist Approaches to Interfaith
Dialogue,” dalam Karin Sarja, dkk., Gender, Poverty and Church Involvement,
laporan dari Konferensi Penelitian di Uppsala, 6-8 Mei 2002, (Electronic
Publishing Center, Uppsala University, 2002), 113-120.

1 D’Souza, “Gendered Perspectives on Interfaith Dialogue,”.

52 Ursula King, “Gender and Interreligious Dialogue”, East Asian
Pastoral Review, Vol. 44, No. 1, (2007).
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(2010)°® yang meneliti peran perempuan dan kelompok agama dalam
membangun kohesi sosial di Inggris menemukan bahwa meski
terbukti perempuan berperan sentral dalam resolusi konflik di
masyarakat, namun suara mereka biasanya absen dari proses
pengambilan keputusan, baik di komunitas agamanya sendiri maupun
di komunitas lintas agama.

Penelitian Banawiratma, dkk (2010)%* tentang macam-macam
bentuk praktik dialog antaragama di Indonesia menggarisbawahi
adanya diskriminasi gender yang seringkali berjalin berkelindan
dengan diskriminasi agama. Narasi gender dan kekerasan terhadap
perempuan juga seringkali dipicu oleh tafsir agama yang masih
menomorduakan perempuan. Karena itu, tidak mengherankan jika
banyak gerakan perempuan mengeksplorasi dialog antaragama dalam
kegiatan-kegiatannya. Dengan posisi ini, keterlibatan perempuan
sebagai bagian penting dalam pelaksanaan dialog antaragama harus
ditingkatkan, karena partisipasi perempuan akan banyak
memengaruhi wujud kerukunan umat beragama dan masa depan
masyarakat Indonesia.

Fletcher (2013)> meneliti peran dan tantangan perempuan
dalam dialog antaragama dengan menggunakan tiga model dialog
sebagai pisau analisis, yakni Model Parlemen, Model Aktivis dan
Model Mendongeng atau Dialog Sehari-hari. Menurut Fletcher, dalam
model pertama, jika perempuan terlatih dalam metodologi feminis, ia
dapat mengungkap struktur-struktur yang mensubordinasi dan
menindas perempuan, dan membawa perspektif baru ke dalam meja
dialog. Dalam model kedua, keterlibatan perempuan terjadi di banyak
tempat di seluruh dunia, tetapi tidak didokumentasikan dengan baik.
Sementara dalam model ketiga, yang memandang keseharian

%3 Ghazala Mir, John Lawler and Mary Godfrey, “Chapter Heading
Women, Faith and Social Cohesion: Models for Building Cohesive
Communities,” a Report Research by Joseph Rowntree Foundation, (July 2010).

54 Banawiratma, dll, Dialog Antarumat Beragama:...

%5 Jeannine Hill Fletcher, “Women in Inter-Religious Dialogue,” dalam
The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue, ed. Catherine
Cornille, (West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd, 2013)
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kehidupan manusia sebagai dialog, perempuan diakui memiliki
minat besar pada pengalaman sehari-hari dengan mitra dialognya.

Penelitian Nelly van Doorn (2014)*® menyimpulkan adanya
dikotomi peran perempuan dalam dialog antaragama dan antarbudaya.
Di semua negara, banyak perempuan terlibat dalam dialog, namun
mereka tetap tidak terlihat dan suaranya dibayangi oleh suara laki-
laki. Penyebabnya perempuan masih menghadapi perilaku bias gender
di dalam komunitasnya, yang kemudian dibawa ke dalam forum
dialog. Perempuan jarang diundang ke pertemuan-pertemuan
antaragama atau pembangunan perdamaian, padahal UNICEF
menyatakan bahwa pejabat perempuan cenderung lebih efisien dan
mendorong kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Penyebabnya
perempuan cenderung menganggap kontribusinya lebih rendah
dibanding laki-laki, yang mengakibatkan posisi, peran dan kontribusi
perempuan tetap tidak terlihat. Penelitian ini mengeksplorasi agensi
perempuan dalam dialog antaragama, namun tidak menyebutkan
tentang peran perempuan di FKUB.

Mohammad Abu-Nimer (2015) *" dalam karya reflektifnya
menemukan tujuh problem utama dalam isu agama dan pembangunan
perdamaian, salah satunya terkait dengan pengarusutamaan gender.
Menurutnya, ada tiga penyebab representasi perempuan sangat kurang
dalam dialog antaragama. Pertama, lembaga keagamaan sendiri
secara struktural masih didominasi laki-laki; Kedua, dialog
antaragama sering diartikan sebagai ruang untuk membicarakan
masalah politik yang oleh sebagian besar norma sosial dipandang
sebagai domain laki-laki; Ketiga, beberapa donor swasta dan
pemerintah yang mendukung pembangunan perdamaian antaragama

% Nelly van Doorn-Harder, “Women's Agency and Role in Inter-
Religious Dialogue Indonesia - the Netherlands,” dalam Muslim Christian
Relations Observed Comparative Studies from Indonesia and the Netherlands,
Eds. Volker Kilster and Robert Setio, (Leizig: Evangelische Verlagsanstalt
GmbH, 2014), 213-221.

5 Mohammed Abu-Nimer, “Religion and Peacebuilding: Reflections on
Current Challenges and Future Prospects,” dalam Journal of Interreligious
Studies, Issue 16, (March 2015).
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tidak mengarusutamakan suara perempuan dalam program-program
yang mereka dukung.

Penelitian John Fahy dan Jan-Jonathan Bock (2018)°® tentang
gerakan dialog antaragama di Delhi, Doha dan London menemukan
bahwa isu antaragama di Delhi sangat apolitis dan inisiatif antaragama
masih berpusat pada dialog formal dan didominasi oleh laki-laki. Dari
perbandingan terhadap tiga kota tersebut, mereka menemukan bahwa
meskipun ada pengakuan luas akan perlunya lebih banyak aksi sosial
berbasis akar rumput, tetapi dialog antaragama masih mengutamakan
model dialog formal yang elitis dan terputus dari problem masyarakat.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa dialog
antaragama di dunia kebanyakan dilakukan dengan model dialog
formal dan didominasi oleh laki-laki. Beragam penelitian di atas sama
sekali tidak menyinggung FKUB yang menjadi fokus penelitian ini.
Namun demikian, karya-karya tersebut menjadi rujukan penting
dalam menggambarkan tren malestream dialog antaragama di dunia,
termasuk di Indonesia.

FKUB secara umum telah dikaji dalam banyak penelitian.
Misalnya Imam Sopyan dan Ahmad Khoirul Fata (2020)*° yang
meneliti peran FKUB dalam wacana kerukunan antaragama di
Indonesia, menyoroti FKUB lebih memilih kondisi yang harmonis
daripada perubahan dan pertumbuhan sikap dan keterlibatan nyata di
antara umat beragama, di mana hal ini terkait dengan status FKUB
yang disponsori negara sehingga tidak dapat melepaskan diri dari
pengaruh dan kepentingan negara. Hasil penelitian A. Salim Ruhana
(2009)%° menyatakan bahwa FKUB merupakan wadah baru yang lebih
jelas dan terukur, baik dari segi komposisi keanggotaan, tugas dan
wewenang, serta output yang dihasilkan. FKUB juga ‘dijamin’

%8 John Fahy & Jan-Jonathan Bock, Beyond Dialogue? Interfaith
Engagement in Delhi, Doha & London, (Georgetown University in Qatar, 2018)

% Imam Sopyan, dan Ahmad Khoirul Fata, “Religious Harmony, Godly
Nationalism, and The Limits of State-Sponsored Interreligious Dialogue Agenda
In Indonesia,” ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora, Vol. 6,
Nomor 2, (Desember 2020), 31-53.

8 A. Salim Ruhana, “FKUB sebagai Forum Kerja sama Antarumat
Beragama,” Harmoni, VVol. VIII (April-June, 2009): 80-91
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keberlangsungannya karena disediakan anggaran oleh negara seperti
disebutkan dalam Pasal 25 dan 26 PBM. Penelitian ini menemukan
bahwa secara kualitatif, peran FKUB dalam memelihara kerukunan
antaragama masih belum cukup maksimal dan optimal.

Muhammad Anang Firdaus (2014)% dalam risetnya tentang
eksistensi FKUB dalam memelihara kerukunan antaragama di
Indonesia memetakan kinerja FKUB ke dalam tiga kelompok.
Pertama, FKUB telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan
anggaran dan fasilitas dari pemerintah daerah, seperti: Kalimantan
Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur; kedua, FKUB
telah berjalan tetapi kurang memperoleh dukungan dan fasilitas dari
pemerintah daerah, seperti: DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Jawa
Barat; ketiga, FKUB kurang berjalan dan kurang memperoleh
dukungan dan fasilitas dari pemerintah daerah, seperti: Bengkulu, dan
Papua.

Kajian tentang FKUB dengan studi kasus di daerah-daerah
tertentu juga telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Iman Fadhilah
(2021)%2 meneliti tentang peran FKUB dalam menyelesaikan konflik
keagamaan di Jawa Tengah. Disertasi ini menyebutkan faktor
penyebab konflik keagamaan menurut FKUB Jawa Tengah, yakni
bersifat kegamaan dan non keagamaan yang kemudian menyeret isu
agama ke dalamnya. Menurutnya, FKUB Jawa Tengah berpandangan
bahwa konflik-konflik keagamaan di Jawa Tengah terjadi salah
satunya karena ketidakdewasaan dalam beragama. Oleh karena itu, isu
kedewasaan beragama perlu disuarakan secara nasional.

Hasil penelitian Muhammad ldris (2013)% tentang peran FKUB
Sulawesi Utara dalam memelihara kerukunan antaragama di Manado

61 Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia,” Kontekstualita, Vol. 29, No. 1,
(2014): 58-71.

82 Iman Fadhilah , “Konflik Keagamaan: Studi Terhadap Posisi FKUB
Dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan Di Jawa Tengah”, Disertasi pada
Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (2020).

63 Muhammad Idris, Ikrar, Ikmal, “Peran FKUB Provinsi Sulawesi Utara
Dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama di Manado,” Laporan
Penelitian Kompetitif SATIN Manado, (2013).
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menyatakan bahwa peran FKUB Sulut sebagai fasilitator, mediator
dan komunikator dari pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan
dialog, penampungan dan penyaluran aspirasi, sosialisasi peraturan
perundang-undangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu
faktor yang mendukung peran-peran tersebut berfungsi adalah adanya
semboyan Torang Samua Basudara yang membuat masyarakat
Manado terbuka dalam interaksi sosial, dan dukungan pemerintah
daerah yang besar dan intensif.

Sementara itu, Nova Dwiyanti (2016)®* dalam risetnya tentang
peran komunikasi pengurus FKUB dalam mencegah konflik
antaragama di Kota Batam menyimpulkan bahwa FKUB merupakan
solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik antaragama. Metode
komunikasi yang digunakan pengurus FKUB Kota Batam dalam
mengantisipasi konflik adalah dengan melakukan pemantauan dan
penyuluhan keagamaan kepada masing-masing komunitas, bekerja
sama dengan pemerintah daerah, polisi dan mendekati organisasi
keagamaan yang ada.

Dari penelitian-penelitian tersebut di atas, belum ada yang fokus
membahas perempuan dalam FKUB. Namun demikian, ada beberapa
penelitian yang di dalamnya menyinggung tentang perempuan dalam
FKUB. Penelitian Nawari Ismail (2016)%® menemukan bahwa
meskipun FKUB NTB dan Mataram telah cukup melaksanakan
perannya, namun intensitas dan sebarannya masih sangat terbatas.
Beberapa kendala ditemukan, di antaranya adalah Kkegiatan-
kegiatannya masih terlalu fokus pada generasi tua, kaum laki-laki, dan
pada dialog ide. Oleh karena itu, perlu memperluas pelibatan generasi
muda dan perempuan, dan ruang lingkup kerjanya lebih banyak pada
dialog aksi. Sementara itu, Husni Mubarok (2014)%® yang mengkaiji
posisi dan peran strategis FKUB dalam mewujudkan kerukunan

8 Nova Dwiyanti, “Peran Komunikasi Pengurus FKUB Dalam Mencegah
Konflik Antar Umat Beragama Di Kota Batam,” DIMENSI, Vol. 6, NO. 3,
(November 2017): 491-502.

% Nawari Ismail, “Menggantung Asa kepada Forum Kerukunan Umat
Beragama: Studi Kasus Nusa Tenggara Barat” (Prosiding Konferensi Nasional
4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah): 157.

8 Mubarok, “Memperkuat Forum,” 201.
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antaragama di Indonesia, menyoroti sejumlah masalah yang
melemahkan FKUB. Salah satunya terkait dengan komposisi
perempuan yang terlampau sedikit di FKUB, yang berdampak pada
posisi strategis FKUB yang tidak berguna. Kedua penelitian ini tidak
secara khusus menganalisis bagaimana peran perempuan di FKUB.

PUSAD Paramadina (2020)°" melakukan penelitian yang
diterbitkan dengan judul Meninjau Kembali Peraturan Bersama
Menteri 2006 dan Peran FKUB: Temuan dari Pangkalan Data. Salah
satu bagian penting yang dihasilkan dari penelitian ini adalah adanya
ketimpangan yang besar terkait dengan proporsi pengurus FKUB
menurut jenis kelamin, di mana laki-laki 92 persen dan perempuan 8
persen. Angka ini juga menggambarkan kecenderungan yang terjadi
di majelis-majelis agama. Riset ini tidak menggali lebih jauh tentang
faktor-faktor yang menyebabkan gap besar tersebut dan bahasan
tentang perempuan tidak mencakup semua aspek.

Hasil telaahan atas karya-karya para penulis dan peneliti
tersebut di atas menunjukkan tidak ada karya yang berfokus pada tema
FKUB dan perempuan. Penelitian ini menjadi penting dan signifikan
karena selain belum ada yang mengulas secara detail tentang peran
perempuan dalam FKUB, juga belum ada yang meneliti secara
mendalam tentang agensi perempuan di FKUB. Disertasi ini mencoba
mengisi celah tersebut.

E. Kerangka Teoretis

Peneliti menggunakan konsep arena, habitus dan modal dari Pierre
Bourdieu dan teori maskulinitas hegemonik dari Connell dan
Messerschmidt untuk memahami struktur yang bekerja di dalam
lingkungan FKUB. Kajian ini juga menggunakan konsep
intersubjectivity dari Donna Haraway dan konsep strategi dan
kontestasi dari Bourdieu serta empat pendekatan dari Orit Avishai
untuk menganalisis agensi perempuan di FKUB.

67 PUSAD, Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan
Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data,
Laporan Riset, (Maret 2020).
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Sebagai pengantar, peneliti perlu menyinggung pandangan
Pierre Bourdieu tentang dominasi maskulin. Bourdieu memandang
bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan antara
kelas dominan dan yang didominasi, sebagai konsekuensi dari sistem
patriarki dan konstruksi gender yang ada di masyarakat. Menurutnya,
dominasi maskulin yang ada dalam tatanan sosial berakar dari
perbedaan biologis yang dikonstruksi secara sosial yang kemudian
menciptakan pembagian kerja secara seksual,? yang akhirnya tampak
seperti natural dan konvensional. Dengan demikian realitas sosial
yang dihasilkan dominasi akan dengan sendirinya mengonfirmasikan
representasi-representasi yang oleh dominasi itu memang diinginkan
agar diberlakukan dan dijustifikasi.®

Menurutnya, dominasi maskulin merupakan produk dari suatu
kerja reproduksi tanpa henti yang dilakukan oleh berbagai agen dan
tiga institusi utama, yakni keluarga, gereja dan sekolah.”® Ketiganya
dimainkan bersama secara objektif dan bekerja atas struktur-struktur
tak sadar.”* Lewat dominasi maskulin itulah, tatanan maskulin
kemudian terus-menerus direproduksi dari zaman ke zaman. Dengan
demikian, dominasi maskulin merupakan persoalan struktur, yakni
struktur dominasi yang maskulin, yang sangat penting dalam mengkaji
habitus yang ada di lingkungan FKUB.

1. Arena dan Habitus dalam konteks FKUB

Konsep arena bagi Bourdieu menjadi sentral karena merupakan
domain kehidupan sosial. Di dalam arenalah, agen berjuang
memperoleh kuasa dan status. Perjuangan tersebut sangat terbantu
oleh habitus, yang akan dijelaskan di bagian berikutnya. Melalui
arena, agen juga dapat mengubah modal-modal yang dimilikinya.

Definisi arena menurut Bourdieu adalah:

“I define a field as a network, or a configuration, of objective
relations between positions objectively defined, in their
existence and in the determinations they impose upon their

% Pierre Bourdieu, Dominasi Maskulin, (La Domination Masculine)
penterjemah: Stephanus Aswar Herwinarko, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 43.

% 1bid., 46.

0 1bid., 49-50.

" 1bid., 120.



22

occupants, agents or institutions, by their present and potential
situation (situs) in the structure of the distribution of species of
power (or capital) whose possession commands access to the
specific profits that are at stake in the field, as well as by their
objective  relation to other positions (domination,
subordination, homology, etc.). "2

Definisi ini menunjukkan bahwa arena merupakan ruang bagi
agen untuk berjejaring dengan menggunakan kaidah-kaidah dan
struktur yang ditentukan oleh relasi-relasi yang otonom di antara posisi
agen, kecuali dalam kasus arena ekonomi dan arena politik. Meskipun
setiap arena bersifat mandiri, akan tetapi secara struktural mereka tetap
homolog satu sama lain. Bagi Bourdieu, agen-agen tidak bertindak
dalam ruang hampa, namun mereka berada pada situasi sosial yang
nyata, yang diatur seperangkat relasi-relasi sosial yang objektif. Oleh
karena itu, arena bukan ikatan intersubyektif antara individu, namun
semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur
posisi-posisi individu.

Arena juga dimaknai sebagai ruang tempat agen saling bersaing
untuk memperoleh sumber-sumber daya material atau kekuatan
simbolis. Bourdieu menganalogikan arena seperti arena perjuangan,
tempat pertarungan, sebuah medan dominasi dan tempat terjadinya
konflik untuk mendapatkan posisi yang ditentukan oleh modal yang
dimiliki agen. Dalam strukturnya, arena menopang dan mengarahkan
strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi
tertentu untuk berupaya, baik individu maupun kolektif, mengamankan
dan meningkatkan posisi mereka.”® Artinya, setiap agen memiliki
modal dan habitus yang berbeda-beda, tetapi saling berkontestasi satu
sama lain di dalam arena.”

Terdapat sejumlah arena semi otonom di dunia sosial, misalnya
seni, agama, perguruan tinggi, dan lain-lain, yang semuanya memiliki

2 Loic J. D. Wacquant, “Towards a Reflexive Sociology: a Workshop
with Pierre Bourdieu,” Sociological Theory, Vol. 7, No. 1 (Spring, 1989): 39.

8 Wacquant, “Towards a Reflexive Sociology, 40.

"4 Nanang Krisdinanto, “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai,” Kanal, Vol.
2, No. 2, (Maret 2014): 201



23

logika spesifik tersendiri dan semuanya membangun keyakinan di
kalangan agen tentang hal-hal yang mereka pertarunkan di suatu
arena.” Dalam konteks penelitian ini, komunitas dan organisasi
keagamaan menjadi arena dengan logika dan keyakinan khusus.
Bourdieu memandang habitus berada dalam pikiran agen,
sedangkan arena (field) berada di luar pikirannya. Maka, habitus
mendasari arena atau habitus beroperasi dalam suatu arena. Mengutip
Terry Rey, habitus dalam pandangan Bourdieu dimaknai sebagai
'matriks persepsi', atau 'dasar persepsi’ dan apresiasi bagi semua
pengalaman berikutnya.’® Bagi Bourdieu, habitus
mempredisposisikan agen untuk memahami dan berperilaku dengan
cara tertentu.’” Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan
sosial. Di satu sisi ia menstrukturkan struktur (structuring structures)
kehidupan sosial, di sisi lain ia merupakan struktur yang distrukturkan
(structured structures) oleh dunia sosial.” Proses ini disebut Bourdieu
sebagai dialektika internalisasi atas eksternalitas dan eksternalisasi
atas internalitas. Internalitas merupakan segala sesuatu yang melekat
pada diri agen, sedangkan eksternalitas adalah struktur objektif yang
ada di luar perilaku sosial. Misalnya sebagai orang Jawa, seseorang
dibentuk oleh orang Jawa itu sendiri, dan sebagai orang Jawa juga,
seseorang membentuk budaya Jawa. Dengan demikian, habitus
merupakan dasar epistemologis individu dan motor perilakunya.”
Meski keberadaan agen dalam dunia sosial cukup bervariasi,
namun agen-agen yang berada pada posisi yang sama dalam dunia
sosial cenderung memiliki habitus yang sama. Oleh karena itu, habitus
dapat menjadi fenomena kolektif.®° Bourdieu menegaskan, “Habitus

S George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Teori
Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodernisme,
terjemah Nurhadi, Cet XIlII, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2019), 583.

6 Terry Rey, “Marketing the goods of salvation: Bourdieu on religion,”
Religion, Vol. 34 (2004): 335, and Terry Rey, Bourdieu on Religion Imposing
Faith and Legitimacy, (New York: Routledge, 2014), 47-48.

" Rey, “Marketing the goods of salvation: Bourdieu on religion,” 335.

8 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, 581.

® Rey, Bourdieu on Religion Imposing Faith and Legitimacy, 48.

8 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, 581
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adalah produk sejarah, menghasilkan praktik individu dan kolektif.”8!

Agen, menurut Bourdieu, bukanlah produk pasif dari struktur sosial
(agen bisa memilih) dan juga tidak sepenuhnya bebas (pilihan agen
ditentukan oleh habitus). “Orang tidaklah dungu, namun ia juga tidak
sepenuhnya rasional. Orang bertindak secara beralasan,” demikian
Bourdieu.®
Penelitian ini memberi perhatian khusus pada habitus dalam
konteks agama yang disebut dengan “religious habitus” dari Terry
Rey yang didefinisikan sebagai:
“The religious habitus is the specifically religious dimension of
an individual agent’s habitus that manifests itself most
apparently, though not exclusively, in the religious field. It is
the principal determining subjective influence on particular
religious interests and needs, on perceptions and uses of
religious symbols and rituals, on what forms of religious capital
are deemed worthy of pursuit, and generally on how individuals
fare in the religious field.”®

Definisi ini memberi gambaran jelas tentang salah satu dimensi
religius dari habitus agen yang paling banyak diejawantahkan dalam
arena keagamaan. Seperti dikutip Terry Rey, Bourdieu sendiri
mendefinisikan habitus religius sebagai “pembangkit utama dari
semua pikiran, persepsi, dan tindakan yang konsisten dengan norma
representasi religius dari alam dan dunia supranatural.”® Oleh karena
itu, habitus keagamaan agen dan relasi kuasa, baik individu maupun
institusi, sangat menentukan persepsi dan apresiasi terhadap makna
dan fungsi simbol dan doktrin agama.

Habitus dapat diperkuat dengan doxa. Menurut Bourdieu, doxa
adalah sudut pandang tertentu yang biasanya dominan ada dalam
masyarakat tertentu, dan secara dipaksakan diyakini sebagai sudut

81 Pierre Bourdieu, Outline of Theory, Outline of A Theory of Practice.
(R. Nice, Trans.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 82.

8 Pierre Bourdieu, In Other Words: Essays Towards a Reflexive
Sociology, Matthew Adamson, Trans., (Stanford: Stanford University Press,
1990), 7.

8 Rey, “Marketing the goods of salvation: Bourdieu on religion,” 337

8 Ibid.
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pandang universal (self-evident).®® Dengan kata lain, doxa
merupakan hal-hal yang diterima orang tanpa dia sendiri
mengetahuinya. Misalnya ketika orang-orang di lapisan bawah
ditanya tentang faktor utama keberhasilan di sekolah, mereka akan
menjawab bakat alami sehingga pada akhirnya mereka mempercayai
bahwa mereka bodoh.® Padahal kenyataannya belum tentu demikian.
Oleh karena itu, meskipun doxa bukan sesuatu yang alami dan dapat
diubah karena ia hadir dari apa yang disebut Lovell sebagai
“kesewenang-wenangan budaya,”®’ maka ia sulit untuk diubah. Di
titik inilah kekerasan simbolik dalam arena dapat terjadi dan juga
sudut pandang dominan yang diuniversalkan, sehingga berkontribusi
terhadap reproduksi ketidaksetaraan sosial.

Terkait dengan konsep arena dan modal, yang akan dijelaskan
dalam bagian berikut, agen yang akan memasuki arena tertentu harus
memiliki habitus agar ia mampu bertahan atau memainkan agensinya
dalam pertarungan kekuatan di dalamnya. Agen berinteraksi dalam
arena sosial melalui habitus mereka,®® dan menurut Bourdieu agen
harus mendayagunakan seluruh modal yang dimilikinya agar bisa
memperoleh manfaat yang paling besar dari upayanya berpartisipasi
dalam arena.®®

Kerangka  konseptual  Bourdieu ini  relevan  untuk
menggambarkan arena seperti apa yang mengitari anggota FKUB dan
untuk menjelaskan habitus seperti apa yang mengonstruksi mereka.
Konsep arena juga digunakan untuk menggali strategi-strategi yang
mereka mainkan ketika berada di dalam struktur FKUB yang

8 Pierre Bourdieu, “Rethinking the State: Genesis and Structure of the
Bureaucratic Field,” translated by Loi'c J.D. Wacquant and Samar Farage,
Sociological Theory, Vol. 12, No. 1. (March, 1994): 15.

8% In Conversation Pierre Bourdieu and Terry Eagleton, “Doxa and
Common Life,” New Left Review, London Vol. 0, Iss. 191191, (Jan 1, 1992): 111

8 Terry Lovell, “Thinking feminism with and against Bourdieu,”
Feminist Theory, Vol. 1(1), (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2000),
15.

8 Rey, Bourdieu on Religion Imposing Faith and Legitimacy, 48.

8 Bourdieu, Outline of Theory, 179-183.
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maskulin, dalam rangka mempertahankan atau memperoleh posisi
atau kuasa.

2. Telaah Modal

Istilah modal (capital) digunakan Bourdieu untuk memetakan
hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Modal diperoleh
jika agen memiliki habitus yang tepat dan modal digunakan sebagai
penentu posisi agen dalam suatu arena. Dengan demikian, modal
memiliki peran penting dalam hubungannya dengan kekuatan sosial.
Legitimasi agen dalam tindakan sosial dipengaruhi oleh modal yang
dimilikinya.

Menurut Bourdieu, modal, yang membutuhkan waktu untuk
terakumulasi,®® berwujud dalam tiga bentuk, yakni modal ekonomi,
modal budaya, dan modal sosial.** Modal ekonomi merupakan modal
yang segera dan secara langsung dapat dikonversi menjadi uang dan
dapat dilembagakan dalam bentuk hak milik.®? Bentuknya berupa alat-
alat produksi, materi dan uang. Modal ini mudah digunakan untuk
segala tujuan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Bourdieu menyebut modal ekonomi sebagai akar dari semua jenis
modal lainnya.*®

Modal sosial, dimaknai Bourdieu sebagai “kewajiban sosial
berupa ‘koneksi,” yang dalam kondisi tertentu dapat diubah menjadi
modal ekonomi dan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar
kebangsawanan.”** Haryatmoko menegaskan bahwa modal sosial
termasuk segala ikatan sosial yang dapat digerakkan untuk kemajuan
agen, misalnya keluarga, komunitas agama, jaringan kerja, jaringan
bisnis, dan lain-lain. Modal sosial dimiliki agen (individu atau
kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki

% Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” Richardson, J., Handbook of
Theory  and Research  for  the  Sociology of  Education,
Westport, (CT: Greenwood, 1986), 15.

%1 Bourdieu, “The Forms of Capital,” 16.

% |bid.

% Ibid., 21.

% Ibid., 16.
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kuasa.® Maka, modal sosial mengandung unsur kepercayaan,
solidaritas, dan loyalitas, sehingga dapat menjamin penerimaan
eksistensi agen dalam ruang-ruang sosial yang terikat seperti keluarga,
kelas sosial, partai, sekolah, dan ruang-ruang sosial lainnya.
Kepemilikan modal sosial dipengaruhi oleh jumlah jaringan relasi-
relasi, sehingga modal sosial perlu diusahakan melalui berbagai
strategi secara individual atau kolektif.%

Sedangkan modal kultural, dapat dikonversi (dalam kondisi
tertentu) menjadi modal ekonomi dan dapat dilembagakan dalam
bentuk kualifikasi pendidikan.’” Modal kultural menurut Bourdieu
eksis dalam tiga bentuk.®® Pertama, bersifat mewujud dalam diri,
berupa sistem disposisi yang tahan lama dalam tubuh dan pikiran,
seperti jujur dan suka menolong, yang melekat dalam diri agen sampai
menjadi habitus. Oleh karena itu, ia tidak mudah dipindah atau ditukar.
Kedua, bersifat objektif, berupa materi yang secara budaya dianggap
baik, seperti buku, lukisan, monumen dan mesin, yang dapat ditukar
menjadi modal ekonomi. Ketiga, bersifat institusional, berupa hal-hal
yang diobjektifikasi dalam bentuk aturan-aturan tertentu yang
diasumsikan memberi jaminan mutu secara sosial, seperti gelar
pendidikan atau jabatan politik. Melalui pertukaran dengan modal
ekonomi, modal kultural yang bersifat institusional berpotensi
mendapatkan keuntungan baik secara material maupun simbolik.

Selain tiga bentuk modal di atas, Bourdieu juga menyebut
modal-modal lainnya, termasuk modal simbolik, “yang merupakan
bentuk yang diambil oleh berbagai jenis modal ketika dianggap dan
diakui sebagai suatu yang sah.”®® Modal simbolik dimaknainya sebagai

% Haryatmoko, “Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre
Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa,” Basis No. 11 — 12, Tahun
Ke-52, (November — Desember 2003): 3.

% Bourdieu, “The Forms of Capital,” 52

 Ibid., 16.

% bid., 17.

% Pierre Bourdieu, “Social Space and Symbolic Power,” Sociological
Theory, Vol. 7, No. 1. (Spring, 1989): 17. Menurut Suzanne Labesge, Bourdieu
membagi modal ke dalam empat bentuk, yakni ekonomi, sosial, budaya dan
simbolik, tetapi modal sosial dan modal kultural merupakan dua modal utama
yang aktif atau konstruktif dalam ruang sosial. Lihat Suzanne Labesge, “Toward
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modal, dalam bentuk apa pun, yang dipahami secara simbolis dalam
hubungannya dengan pengakuan kognitif yang dibentuk secara
sosial.1® Maka, ia mengartikan modal simbolik sebagai setiap properti
dari tiga bentuk modal di atas, yang dirasakan atau dikenali oleh agen
sebagai memberinya nilai,’* sehingga ia berkaitan erat dengan status,
gaya hidup, kehormatan, dan kedudukan (prestise). %

Bagi Bourdieu, modal simbolik dapat dimiliki oleh agen tunggal
atau kolektif, terutama korps, keluarga, kelompok status, badan yang
dibentuk dan negara.!®® Contoh nyata dari modal simbolik dapat
berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sopirnya,
namun dapat juga ciri-ciri yang menunjukkan status tinggi pemiliknya.
Misalnya, gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama, dan cara
mengafirmasi  otoritasnya.'® Modal simbolik berperan dalam
memapankan relasi-relasi kuasa dalam sistem dan struktur yang ada di
masyarakat.

Modal dapat dipertukarkan dan diakumulasi antara modal yang
satu dengan modal yang lainnya. Akumulasi modal merupakan hal
yang sangat penting di dalam arena. Modal akan eksis dan berfungsi

an Integration of Gender into Bourdieu’s Concept of Cultural Capital,” Sociology
of Sport Journal, (June, 1995): 134. Sementara itu Kate Huppatz memandang
bahwa memang terdapat tiga bentuk asli modal menurut Bourdieu (ekonomi,
budaya dan sosial), tetapi ia kemudian menambahkan modal simbolik. Bahkan
dalam tafsiran Huppatz, penambahan bentuk modal lainnya (selain modal
simbolik) sangat diperlukan untuk menjelaskan struktur dan dinamika
masyarakat yang berbeda-beda. Lihat Kate Huppatz, “Reworking Bourdieu’s
‘Capital’: Feminine and Female Capitals in the Field of Paid Caring Work”
Sociology, Volume 43/1, (2009): 46.

100 Bourdieu, “The Forms of Capital,” 27.

101 pierre Bourdieu, Rethinking the State: Genesis and Structure of the
Bureaucratic Field Translation by: Loi‘'c J.D. Wacquant and Samar Farage,
Saciological Theory, Vol. 12, No. 1. (March, 1994): 8-9.

102 Holly Thorpe, “Bourdieu, Feminism and Female Physical Culture:
Gender Reflexivity and the Habitus-Field Complex,” Sociology of Sport Journal,
Vol. 26 (2009): 493.

103 pierre Bourdieu, “Scattered Remarks,” Translated by Tarik Wareh and
Loic Wacquant, European Journal of Social Theory, 2 (3), (Sage Publications:
London, Thousand Oaks, CA and New Delhi 1999), 337.

104 Haryatmoko, “Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre
Bourdieu, 3
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dalam arena, karena modal mempunyai kekuatan terhadap arena.
Namun demikian, modal-modal tersebut tidak otomatis memiliki
kekuatan signifikan di dalam suatu arena, karena setiap arena memiliki
kebutuhan modal yang spesifik. Dalam arena kontestasi atau
pertarungan  sosial, modal dibutuhkan  seseorang  untuk
mempertahankan atau mengubah struktur lingkungan atau sosialnya.

Dalam konteks ini, penting untuk menggali berbagai modal yang
dimiliki oleh masing-masing perempuan anggota FKUB dan
bagaimana mereka mendayagunakan modal-modal tersebut di dalam
arena yang mengitarinya dengan habitus yang mempengaruhi mereka
secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, agensi
masing-masing perempuan anggota FKUB dipengaruhi oleh habitus,
arena dan modal yang berbeda-beda.

3. Maskulinitas Hegemonik

Untuk menelaah fenomena kesenjangan yang sangat lebar
antara laki-laki dan perempuan dalam FKUB, peneliti juga
menggunakan teori maskulinitas hegemonik sebagai kerangka
pemikiran.

Sosiolog terkemuka dalam kajian maskulintas R.W. Connell
mendefinisikan “maskulinitas” sebagai “pola konfigurasi praktik-
praktik sosial yang dikaitkan dengan posisi laki-laki dalam tatanan
gender, dan secara sosial dibedakan dari praktik-praktik yang terkait
dengan posisi perempuan”.!® Definisi lebih detail diungkapkan
Flourish Itulua-Abumere:

“maskulinitas terdiri dari perilaku, bahasa dan praktik, yang ada
di area budaya dan organisasi tertentu, yang umumnya
dikaitkan dengan laki-laki dan dengan demikian secara budaya
didefinisikan sebagai bukan feminin.1%

105 Raewyn Connell, “Gender, Men, and Masculinities”, Encyclopedia of
Life Support Systems (EOLSS), t.t., 2.

16 Flourish ltulua-Abumere, “Understanding Men and Masculinity in
Modern Society”, Open Journal of Sosial Science Research (OJSSR), No. 1,
(2013), 42.
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Di sini maskulinitas disandingkan dengan femininitas karena
memang pada dasarnya maskulinitas tidak mungkin dipikirkan tanpa
femininitas.’®” Maskulinitas dan feminitas sendiri tidak merujuk pada
jenis kelamin tertentu, karena keduanya ada pada setiap manusia, baik
laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, berdasarkan riset
Rose dkk, dapatlah dikatakan bahwa that man/maleness describes
masculinity and woman/femaleness describes femininity.1%8

Connell memandang maskulinitas (dan juga femininitas) dapat
dipahami jika sistem gender juga dipahami.’®® Terdapat dua teori
paling populer tentang gender. Pertama “teori peran seks"*'® dan
kedua “teori kategoris.”*'! Menurutnya, dua teori ini memiliki
kelemahan. Teori pertama menafikan isu kekuasaan dan kekerasan,
sedangkan teori kedua menafikan kompleksitas gender, seperti
kekerasan berbasis gender dan tidak memberi perhatian cukup pada
interaksi antara gender dengan kelas dan ras. Untuk itu, Connell
mengusulkan perlu pendekatan ketiga yang fokus pada relasi gender,
yang menekankan bahwa masalah gender selalu menyangkut struktur
relasi sosial. Baginya, “pendekatan ini adalah satu-satunya dasar
ilmiah yang memadai untuk memahami laki-laki dan maskulinitas™.**2

Relasi gender dalam praktiknya tidak hanya terjadi di level
individual, tetapi juga di level institusi (agama, sekolah, negara, dan

107 Cynthia  Cockburn,“Maskulinitas, Kiri dan Feminisme”, dalam
Chapman, Rowena and Rutherford, Jonathan, Male Order, (London: Lawrence
& Wishart Ltd, 1988), 339. Lihat juga Michael Kimmel, “Masculinity as
Homophobia: Fear, Shame, and Silence in the Construction of Gender Identity,”
Theorizing Mazculinities, editor: Harry Brod dan Michael Kaufman, (Thousand
Oaks, London and New Delhi: SAGE Publication, 1994), 125.

108 Rose Marie, Hoffman Johna Hattie and L. Dianne Borders, “Personal
Definitions of Masculinity and Femininity as an Aspect of Gender Self-
Concept,” Journal of Humanistic Counseling, Education and Development,
Volume 44, Issue 1, (Spring 2005): 76.

199 Connell, “Gender, Men, and Masculinities,” 2.

110 Teori yang menjelaskan pola gender dengan mengacu pada kebiasaan
sosial yang kemudian mendefinisikan perilaku yang pantas untuk perempuan dan
laki-laki.

11 Teori yang menjelaskan prilaku sosial berdasarkan perbedaan biologis
jenis kelamin.

112 “Gender, Men, and Masculinities,” 2.
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lain-lain) yang disebut “rezim gender”. Rezim gender dan pola gender
dalam budaya disebut "tatanan gender" yang ada di suatu masyarakat,
yang semuanya adalah produk historis dan dapat berubah.*® Tatanan
gender bukanlah entitas yang statis, tetapi merupakan bentuk interaksi
terus menerus dengan struktur dunia di sekitarnya.''* Sama seperti
gender, maskulinitas (dan femininitas) juga dikonstruksi secara sosial.
Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa maskulinitas tidak
hanya berbeda, tetapi juga dapat berubah,'*® karena ia dibangun secara
sosial, budaya, historis dan politis.*®

Connell  kemudian  menghadirkan  gagasan  tentang
“maskulinitas hegemonik.” Hegemonik dalam hal ini menandakan
posisi otoritas dan kepemimpinan laki-laki dalam tatanan gender
secara keseluruhan.**” Maskulinitas hegemonik didefinisikan Connell
dan Messerschmidt sebagai “pola praktik (hal-hal yang dilakukan,
bukan hanya seperangkat harapan, peran atau identitas) yang
memungkinkan dominasi laki-laki terhadap perempuan terus
berlanjut,” dan hegemoni dicapai melalui budaya, institusi, dan
persuasi.''® Maka maskulinias hegemonik juga bersifat historis dan

113 hid., 5.

114 Michael Kaufman, “Men, Feminism, and Men’s Contradictory
Experiences of Power”, Theorizing Mazculinities, editor: Harry Brod dan
Michael Kaufman, (Thousand Oaks, London and New Delhi: SAGE Publication,
1994), 147.

15 R, W. Connell dan James W. Messerschmidt, “Hegemonic
Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender & Society, Vol. 19 No. 6,
(December 2005): 835.

16 Flourish ltulua-Abumere, “Understanding Men and Masculinity in
Modern Society,” 45. Lihat juga Jeff Hearn dan David L. Collinson, “Theorizing
Unities and Differences between Men and Between Masculinities,” Theorizing
Mazculinities, ed. Harry Brod dan Michael Kaufman, (Thousand Oaks, London
and New Delhi: SAGE Publication, 1994), 108.

117 R.W.Connell, Understanding Men: Gender Sociology and the New
International, 4. Lihat juga R. W. Connell, Gender and Power, (California:
Stanford University Press, 1987), 183. Konsep ini pertama kali dimunculkan
dalam laporan studi lapangannya tentang ketidaksetaraan sosial di sekolah
menengah Australia dan dalam perdebatan tentang peran laki-laki dalam politik
perburuhan Australia.

18 Connell dan Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity: Rethinking,”
832.
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spesifik serta dapat berubah. Hegemoni dimungkinkan terjadi ketika
perempuan diposisikan sebagai kelompok subordinat.!*® Maskulinitas
hegemonik oleh karenanya sangat erat kaitannya dengan subordinasi
perempuan.

Konsep ini dapat digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya
dalam bidang pendidikan digunakan untuk memahami dinamika
kehidupan di ruang kelas, termasuk pola-pola perlawanan dan
intimidasi di antara anak laki-laki. Konsep ini digunakan dalam
mempelajari representasi media laki-laki, misalnya, interaksi antara
olah raga dan citra perang.® Konsep ini juga terbukti signifikan
dalam studi organisasi, bagaimana maskulinitas hegemonik dalam
organisasi tertentu eksis dan berperan dalam pengambilan keputusan.
Di titik inilah, konsep ini digunakan untuk menganalisis maskulinitas
hegemonik hadir dan berperan dalam FKUB serta dampaknya
terhadap perwujudan kerukunan dan perdamaian.

Connell dan Messerschmidt berpandangan bahwa maskulinitas
hegemonik secara empiris dapat dianalisis pada tiga tingkatan:'?!
Pertama, di level lokal, yang dibangun di arena tatap muka langsung
dalam keluarga, organisasi, dan komunitas terdekat; Kedua, di level
regional, yang dibangun pada tingkat budaya atau negara-bangsa; dan
ketiga, di level global yang dibangun di arena transnasional. Ketiga
level tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi. Meskipun
model maskulinitas hegemonik lokal mungkin berbeda satu sama lain,
mereka umumnya tumpang tindih, sehingga adanya pluralitas
maskulinitas hegemonik di tingkat lokal bisa sekaligus
menggambarkan adanya singularitas maskulinitas hegemonik di
tingkat regional atau bahkan global.*??

Agama dalam hal ini berkontribusi membangun rangkaian
hubungan kekuasaan yang kompleks dan saling terkait dalam tatanan
gender, misalnya superioritas laki-laki terhadap perempuan termasuk

119 1hid., 844.
120 Ibid., 833.
121 1bid., 849.
122 1hid., 850.
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bagian dari ajaran agama-agama monoteis. 2 Oleh karena itu
ungkapan Linda Woodhead®* sangat tepat bahwa dalam meneliti
persimpangan antara gender dan agama, perhatian besar perlu
diberikan pada relasi kuasa, karena keduanya sama-sama punya
kontribusi dalam menciptakan dan melanggengkan relasi kuasa yang
timpang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Menurut Woodhead, salah satu aspek yang unik dalam agama
dan berperan sebagai sumber kekuatan adalah “sacred power” yang
berasal dari makhluk supernatural dan secara eksklusif digunakan oleh
representasi resmi agama (pemimpin agama).!?® Sacred power
menyebabkan lahirnya dominasi maskulin, yang tergambar dari
perwakilan resmi agama (tokoh atau pimpinan agama) dalam berbagai
organisasi masih didominasi oleh laki-laki. Mereka (ulama, pendeta,
pastor, dan lain-lain) menduduki peringkat tinggi dalam posisi hierarki
keagamaan sebagai pemegang wacana agama dan sumber kekuatan
moral.*?®

Kerangka konseptual ini digunakan untuk menemukan bentuk-
bentuk dan struktur-struktur yang berkontribusi terhadap maskulinitas
hegemonik di FKUB. Dua hal ini menjadi penting dipahami, karena
untuk meningkatkan posisi dan peran perempuan dalam konteks
dialog antaragama untuk perdamaian di Indonesia, tidak akan cukup
tanpa ada upaya untuk mengatasi wacana dan praktik maskulinitas
hegemonik yang mendasarinya.

128 Rachmad Hidayat, “Santri, Kyai and Ulama Framing Masculinity
within Indonesian Religious Elites”, tulisan dipresentasikan pada International
Workshop on Masculinities in Asia, 4-5 August 2011, 2. Lihat juga Judith K.
Gardiner, “Men, Masculinities and Feminst Theory”, dalam Handbook of Studies
on Men and Masculinities, ed. Michael S. Kimmel, Jeff Hearn and R.W. Connell,
(Sage Publication Inc., Mei 2012), 36.

124 Linda Woodhead, “Gender Differences in Religious Practice and
Significance,” in International Scientific Researchers, 13, (2013): 61.

125 Hidayat, “Santri, Kyai and Ulama Framing Masculinity,” 2.

126 |bid., 7-8.
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4. Agensi Perempuan dalam FKUB

Untuk tujuan penelitian ini adalah penting untuk memperjelas
terlebih dahulu pemaknaan terhadap agen itu sendiri. “Subjek”
menjadi kata kunci dalam diskusi tentang keagenan. Donna Haraway
telah melakukan perubahan cara pandang yang sangat signifikan
tentang konsep subjek ini. Para sosiolog dan feminis gelombang kedua
yang memiliki cara pandang subjek-objek dalam berrelasi, diubah oleh
Haraway menjadi relasi subjek-subjek. Pandangan Haraway ini
tersurat dan tersirat dalam karya monumentalnya A Cyborg Manifesto:
Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth
Century. Menurut Haraway, perempuan bukan hanya terasing dari
produknya tetapi dalam arti yang mendalam tidak eksis sebagai subjek,
bahkan subjek potensial sekalipun.*?’

Dia mengritik cara pandang sebagian besar feminis Amerika
yang dikotomis antara pikiran dan tubuh, hewan dan manusia,
organisme dan mesin, publik dan pribadi, laki-laki dan perempuan, dan
lain-lain,*?® dengan frame subjek-objek sebagai salah arah. Haraway
kemudian mengusulkan cara pandang baru dengan metafora cyborg,'?
sebuah organisme cyber dengan identitas yang cair. Cyborg
memandang pihak lain yang pada awalnya ditempatkan sebagai objek,
diposisikan sebagai subjek. Maka, dalam pandangan Haraway semua
spesies adalah subjek, dengan posisi yang setara. Spesies yang
dimaksud tidak hanya antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga
antara manusia dan hewan.

Hubungan antara dua subjek tersebut
membentuk intersubjectivity yang saling memengaruhi satu sama

27 Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and
Socialist Feminism in the Late Twentieth Century," dalam Simians, Cyborgs and
Women: The Reinvention of Nature (New York; Routledge, 1991), 159.

128 |bid., 163.

129 1bid., 180. Lihat juga Donna Haraway, "A Manifesto for Cyborgs:
Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980s” dalam
Feminism/Postmodernism, Ed. Linda J. Nicholson, (New York: Routledge,
1990), 35-36.
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lain.®*® Hal-hal yang dilakukan oleh satu spesies misalnya, akan
berpengaruh terhadap spesies lainnya. Dalam konteks penelitian ini,
apa yang dilakukan oleh laki-laki akan berpengaruh terhadap
perempuan, dan sebaliknya apa yang dilakukan oleh perempuan akan
berpengaruh terhadap laki-laki. Maka sebagai subjek yang setara,
seharusnya laki-laki dan perempuan diperlakukan sama, tidak boleh
ada diskriminasi, marginalisasi atau dominasi salah satu terhadap yang
lainnya. Mengacu pada pendapat Haraway di atas, laki-laki dan
perempuan sama-sama menjadi agen penting dalam menciptakan
kerukunan dan perdamaian di masyarakat. Konsep ini menjadi salah
satu kerangka penting dalam menganalisis agensi perempuan di
FKUB.

Sementara itu dalam diskursus agensi-struktur, terdapat
beberapa teori yang berusaha melakukan sintesa keduanya dalam
upaya menganalisis gejala dan perubahan sosial. Salah satunya adalah
Anthony Giddens yang berpendapat bahwa agensi‘®* dan strukturt®2
memiliki hubungan yang dialektis, saling memengaruhi. Agen
berkontribusi terhadap lahir atau berubahnya struktur. Agen dengan
demikian memiliki peran penting dalam menciptakan dan mengubah
struktur di masyarakat, termasuk norma, regulasi dan kebijakan. Di sisi
lain, agen juga dibatasi oleh struktur sosial. Namun demikian, struktur
dalam pandangan Giddens bersifat mengekang (constraining)
sekaligus memberdayakan (enabling), karena struktur dilihat sebagai

130 Theresa Senft, "Reading Notes on Donna Haraway's 'Cyborg
Manifesto," http://www.terrisenft.net/wpcontent/uploads/2017/02/Senft_Notes
Haraway Cyborg.pd, diakses pada 12 Januari 2024.

131 Agensi sendiri dimaknai Giddens bukan sebagai serangkaian tindakan
terpisah yang kemudian digabungkan bersama, tetapi a continuous flow of
conduct (aliran prilaku yang terus menerus). Sementara ‘tindakan’ dimaknai
Giddens sebagai “arus intervensi kausal aktual atau hal yang direfleksikan dari
makhluk jasmani dalam proses peristiwa-peristiwa di dunia yang sedang
berlangsung.” Lihat Anthony Giddens, Central Problems in Social Theory
Central Problems in Social Theory, (London: Macmillan Education Ltd, 1979),
55

132 Struktur diartikan Giddens sebagai sebagai “tatanan virtual dari
perbedaan yang diproduksi dan direproduksi dalam interaksi sosial, baik sebagai
media maupun hasilnya.” Giddens, Central Problems in Social Theory Central
e 3.
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outcome sekaligus medium dari tindakan-tindakan agen yang
diorganisasikan secara berulang dalam praktik sosial.t*

Senada dengan Giddens, Pierre Bourdieu juga memberi
perhatian pada pengalaman agen subjektif maupun struktur objektif.
Menurutnya, agen di dalam struktur adalah subjek yang terus berproses
bersama struktur. Berbeda dengan Giddens, Bourdieu membangun
teorinya melalui tiga konsep utama, yakni habitus, arena (field) dan
modal (capital). Agen dalam habitus tertentu, dapat melakukan
berbagai cara untuk bermain di dalam arena dengan menggunakan
modal-modalnya. Terkait dengan tema penelitian ini, ketiga teori di
atas dijadikan kerangka analisis, dengan penekanan terutama pada
teori dari Pierre Bourdieu.

Dalam arena, para agen akan menerapkan berbagai strategi.
Namun strategi tersebut tidak dilakukan secara sengaja atau
direncanakan sebelumnya.'®* Melalui strategi inilah, agen, baik
individual maupun kolektif, dapat mempertahankan atau memperbaiki
posisi mereka. Dalam hal ini, strategi agen tergantung pada posisi
mereka di dalam arena.’®® Dapat dikatakan bahwa strategi merupakan
aspek penting dalam pandangan Bourdieu.

Selain strategi, aspek distingsi juga menjadi penting untuk
dilihat terkait dengan agen ketika berada di dalam arena tertentu.
Distinction menurut Bourdieu adalah

“a certain quality of bearing and manners, mostly considered
innate (one speaks of distinction naturellr, "natural
refinement™), is nothing in fact but difference, a gap, a
distinctive feature, in short, a relational property existing only
in and through its relation with other properties. %

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa distingsi merupakan
kualitas perilaku tertentu, yang dianggap bawaan, yang menunjukkan

133 Giddens, Central Problems in Social Theory, 69-70.

134 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, 58.

135 Wacquant, “Towards a Reflexive Sociology, 101.

136 Pierre Bourdieu, “First Lecture, Social Space and Symbolic Space:
Introduction to a Japanese Reading of Distinction,” Poetics Today, Vol. 12, No.
4, National Literatures/Social Spaces, (Winter, 1991): 631.
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perbedaan, gap, dan ciri khas dalam hubungannya dengan suatu posisi
sosial. Menurutnya, distingsi merupakan upaya individu atau
kelompok dalam ruang sosial tertentu untuk menampakkan perbedaan
atau ciri khas mereka dengan yang lain, yang mereka buat sendiri,
untuk memperlihatkan kelasnya dalam masyarakat.*” Maka distingsi
menjadi perjuangan bagi individu atau kelompok dalam membangun
keunggulan mereka dengan yang lain.

Dalam konteks perempuan di FKUB, strategi dan distingsi
mereka dalam arena FKUB yang sangat maskulin menjadi penting
digali dan ditunjukkan untuk mempertegas agensi mereka. Dan pada
dasarnya, kalau merujuk pendapat Bourdieu, sebagai kelompok yang
istimewa di dalam FKUB, distingsi mereka akan muncul melalui
mekanisme objektif.*® Aspek distingsi juga penting ditemukan untuk
menjelaskan perbedaan mereka dengan laki-laki ketika berada di
dalam FKUB dan pengaruhnya terhadap dinamika organisasi tersebut.

Terkait dengan agensi perempuan di dalam FKUB, peneliti juga
menggunakan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Orit
Avishai. Avishai®*® yang membedakan empat pendekatan dalam
melihat agensi perempuan, Yyakni resistance, empowerment,
instrumental, dan compliance. Kerangka ini kemudian dikembangkan
dan dilengkapi olah Kelsy C. Burke.'® Menurut Burke, pendekatan
resistance (perlawanan) paling mudah terlihat ketika individu menolak
status quo. Mengutip Saba Mahmood, Burke menilai bahwa
pendekatan ini mengecualikan perempuan yang mematuhi agama
gender-tradisional untuk menjadi aktor. Sama seperti pendekatan
resistance, pendekatan empowerment (pemberdayaan) berasumsi
bahwa elemen dasar agama gender-tradisional berbahaya bagi
perempuan. Namun demikian, model pemberdayaan tidak

137 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of
Taste, (Cambridge: Harvard University Press, 1984), 6.

138 Bourdieu, “First Lecture, Social Space and Symbolic Space,” 249.

139 QOrit Avishai, “Doing Religion” In a Secular World Women in
Conservative Religions and the Question of Agency,” Gender & Society, Vol. 22
No. 4, (August 2008): 409-433.

140 Kelsy C. Burke, “Women’s Agency in Gender-Traditional Religions:
A Review of Four Approaches,” Sociology Compass, 6/2 (2012), 122-133.
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mengharuskan perempuan untuk menentang melainkan perempuan
mengubah respons mereka terhadap keyakinan atau praktik tertentu.
Meski pendekatan pemberdayaan ini penting karena meniscayakan
adanya partisipasi aktif perempuan, akan tetapi menurut Burke penting
juga untuk melihat ketika perempuan dalam kondisi pasif.

Sementara pendekatan instrumental berasumsi  bahwa
perempuan ingin membebaskan diri dari budaya patriarki yang
mencekik kehidupan mereka. “Pendekatan ini fokus pada cara-cara
perempuan menggunakan partisipasi mereka dalam agama gender-
tradisional untuk keuntungan dalam aspek non-keagamaan dalam
kehidupan mereka,” demikian Burke.'** Terakhir adalah pendekatan
compliant yang memandang bahwa perempuan menunjukkan
agensinya dengan cara menyesuaikan diri atau patuh terhadap
agamanya. Dalam bahasa Avishai, perempuan menunjukkan hak
pilihnya ketika mereka "patuh terhadap agamanya", terlepas dari
motivasi atau hasil dari perbuatan tersebut.!*? Catatan menarik dari
Burke bahwa pendekatan pertama, kedua dan ketiga bergantung pada
gagasan otonomi, yaitu individu bertindak untuk dirinya sendiri.
Namun pendekatan keempat berusaha untuk bertindak bukan untuk
dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan yang ilahi.'*®

5. Dialog antaragama untuk perdamaian
Dialog antaragama, atau dialog antariman, dimaknai secara
beragam. Misalnya, dialog diartikan sebagai komunikasi dua arah
antar orang-orang yang sungguh-sungguh berbeda pandangan
terhadap satu subjek dengan tujuan untuk memahami secara lebih baik
kebenaran subjek tersebut dari orang lain.** Dialog dilukiskan sebagai
pertukaran timbal balik dari pandangan-pandangan antara orang-orang

141 1bid., 129 - 131.

142 Avishai, “Doing Religion” In a Secular World Women in
Conservative,” 413.

143 Burke, Women’s Agency in Gender-Traditional Religions,” 132.

144 W, Montgomery Watt, Islam and Christianity Today: A Contribution
to Dialogue, terj. Eno Syafrudien (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991), 7.
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yang telah memiliki satu kepedulian murni terhadap satu sama lain dan
mereka yang terbuka untuk belajar satu sama lainnya.'*°

Dialog antaragama diartikan sebagai bahasa kasih Tuhan yang
diekspresikan dalam hidup. Dialog merupakan pertemuan hati dan
pikiran antarpemeluk agama yang berbeda sehingga membawa para
peserta dialog lebih dekat kepada misteri Tuhan.'*® Lebih jauh Th.
Sumartana menyatakan bahwa dalam arti politik, dialog berarti proses
demokrasi.**” Intinya dialog antaragama adalah dialog yang
melibatkan orang-orang dari berbagai tradisi agama dengan berproses
dan belajar bersama untuk saling memahami satu sama lain secara
tulus dan terbuka sehingga dapat bekerja sama untuk menciptakan
perdamaian.

Dialog antaragama sangat signifikan dalam konteks
pembangunan perdamaian. Merujuk pendapat Abu-Nimer, komponen
inti dari pembangunan perdamaian antaragama adalah dialog
intraagama dan dialog antaragama.!*® Dialog antaragama dalam
pembangunan perdamaian menjadi signifikan karena ia dapat menjadi
nilai yang besar dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi.
Dialog antaragama (dan intraagama) juga biasanya dilakukan untuk
merespon masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat.

Menurut Abu-Nimer, kaitan antara dialog dan aksi bersama ini
sesuai dengan konsep seperti 3H yakni pendekatan kepala (head),
tangan (hand) dan hati (heart).1*® Konsep 3H ini pertama kali digagas
oleh Leonard Swidler, pendiri Dialogue Institute dari Temple

145 Leonard Swidler, “A. Dialogue on Dialogue”, dalam Leonard Swidler,
dkk., Death or Dialogue?, From the Age of Monologue to the Age of Dialogue
(Philadelphia: Trinity Press International, 1990), 57.

146 Sebastian d’Ambar, Life in Dialogue: Pathways to Inter-religious
Dialogue and the Vision-Experience of the Isamic-Christian Silsilah Dialogue
Movement (Philipina: Silsilah Publications, 1991), 43.

147 Th. Sumartana, “Pluralisme, Konflik dan Dialog: Refleksi Tentang
Hubungan Antaragama di Indonesia”, dalam Th. Sumartana, d dkk., Pluralisme,
Konflik dan Pendidikan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 87.

148 Mohammed Abu-Nimer, Evaluating Interreligious Peacebuilding and
Dialogue Methods and Frameworks, edited by Mohammed Abu-Nimer and
Renata Katalin Nelson, (Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2021), 1.

149 1bid., 8.
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University, Amerika Serikat. Swidler membagi dialog antaragama ke
dalam tiga jenis. Pertama dialog ide atau kata-kata (head), kedua dialog
aksi kolaborasi (hand), dan ketiga dialog spiritual (heart).'*
Mengingat agama bersifat integratif dan komprehensif, maka ketiga
jenis dialog tersebut, menurut Swidler, perlu dilakukan secara
bersamaan agar lengkap sehingga berdampak signifikan bagi
perdamaian dunia.

Dalam penelitian ini, dialog antaragama untuk perdamaian
menjadi perspektif penting untuk menelaah wacana dan praktik dialog
antaragama di dalam konteks FKUB di Indonesia.

F.  Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang
mengkombinasikan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian partisipatif yang
menekankan pentingnya subjektivitas manusia dan kesadaran dalam
menciptakan pengetahuan, dan menempatkan manusia secara
emansipatif, personal dan transformasi sosial sebagai tujuan utama
dari riset ilmu sosial.**

Perlu peneliti tegaskan bahwa peneliti sendiri merupakan salah
satu anggota FKUB Provinsi DIY sejak tahun 2014 sampai saat ini.
Oleh karena itu, metode ini di satu sisi memudahkan peneliti untuk
menggali dan menyelami pengetahuan dan pengalaman para
perempuan anggota FKUB. Di sisi lain, peneliti menyadari
sepenuhnya mengenai kemungkinan adanya bias sebagai insider.
Namun demikian, peneliti sudah memiliki pengalaman dalam isu
dialog antaragama dan isu perempuan jauh sebelum menjadi anggota
FKUB Provinsi DIY. Peneliti sudah terlibat aktif dalam wacana dan

150 Leonard Swidler, Dialogue for Interreligious Understanding:
Strategies for the Transformation of Culture-Shaping Institutions, (New York:
Palgrave MacMillan, 2014), 47-51. Lihat juga https://dialogueinstitute.org/what-
is-dialogue, diakses pada 19 Mei 2023.

151 Patricia Maguire, Doing Participatory Research: A Feminist
Approach, (Massachusetts: The Centre for International Education, 1987), 5-7
dan 29



https://dialogueinstitute.org/what-is-dialogue
https://dialogueinstitute.org/what-is-dialogue

41

lembaga dialog antaragama dan isu perempuan sejak akhir tahun 1997
sampai sekarang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: Pertama,
pendekatan sosiologis dengan fokus perhatian pada interaksi antara
agama, politik, budaya dan masyarakat.!®> Peneliti menggunakan
konsep dominasi maskulin dari Bourdieu dan maskulinitas hegemonik
dari Connell dan Messerschmidt.

Kedua, pendekatan fenomenologis yang fokus pada pengalaman
hidup manusia, yakni apa yang dialami subjek penelitian tentang
sebuah fenomena (Textural description) dan bagaimana subjek
mengalami dan memaknai pengalamannya (Structural description).!®3
Dalam konteks ini, peneliti menggunakan beberapa konsep dari Pierre
Bourdieu yakni habitus, arena, modal, strategi dan distingsi. Dengan
teori tersebut diharapkan didapati pemahaman yang komprehensif
tentang agensi perempuan anggota FKUB berhadapan dengan struktur
dan budaya yang maskulin.

Dua pendekatan di atas digunakan secara bersamaan sehingga
penggalian data dan investigasi dapat dilakukan secara mendalam, dan
interpretasi terhadap data dan pengalaman perempuan lintas agama di
FKUB dalam menjaga dan menciptakan kerukunan antaragama untuk
perdamaian di masyarakat dapat dimaknai secara mendalam juga.

3. Setting Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis studi kasus di beberapa FKUB di
Indonesia. Ada beberapa kategori yang peneliti tentukan berdasarkan
riset awal/observasi dalam memilih FKUB mana saja yang cocok
untuk penelitian ini. Pertama, FKUB dengan jumlah anggota
perempuan yang cukup signifikan. Kedua, FKUB dengan jumlah
anggota perempuan sedikit, tetapi mereka cukup aktif. Ketiga,

152 Michael S. Northcott, “Pendekatan Sosiologis,” Aneka Pendekatan
Studi Agama, ed. Peter Conolly, (Yogyakarta: LKIs, 2002), 267.

158 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, Cet. 1X, 1998), 9
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mempertimbangkan FKUB berdasarkan sebaran wilayah, meliputi
Indonesia bagian timur (Nusa Tenggara Timur), Indonesia bagian
tengah (Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Utara) dan Indonesia bagian barat (Aceh, Lampung, Sumatera Barat,
Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur)

Dilihat dari kategori di atas, dari 300 lebih data kepengurusan
FKUB yang diperoleh, peneliti menemukan puluhan FKUB yang
memiliki anggota perempuan yang relevan untuk diambil sebagai
sumber dalam penelitian ini. Namun demikian, karena isu perempuan
seringkali dipandang sebagai masalah yang sensitif, peneliti memilih
beberapa FKUB yang responsif atau anggota perempuan FKUB yang
peneliti kenal secara pribadi.

Dari langkah-langkah penelitian yang sudah dilalui, peneliti
memilih FKUB di 27 wilayah untuk diteliti lebih lanjut. Keduapuluh
tujuh wilayah tersebut dipilih dengan merujuk pada beberapa kriteria
seperti disebutkan di atas. Secara khusus, FKUB Nusa Tenggara
Timur (NTT) dipilih karena merupakan satu-satunya FKUB Provinsi
yang ketuanya perempuan dan memiliki total 5 anggota perempuan.
FKUB Kalimantan Selatan dipilih mewakili Indonesia bagian tengah,
dengan 3 orang anggota perempuan. FKUB Bali (termasuk Kabupaten
Karangasem, Bangli dan Klungkung) dipilih karena ada FORPELA
(Forum Perempuan Lintas Agama). Khusus FKUB Karangasem juga
ketuanya perempuan dan dalam struktur terdapat Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda. FKUB Sulawesi Selatan,
memiliki 2 orang perempuan anggota FKUB, FKUB Sulawesi Utara
(termasuk kabupaten Tomohon, Sangihe dan Minahasa) yang
menggambarkan keragaman jumlah anggota FKUB perempuan,
dimana Kabupaten Tomohon memiliki 6 anggota perempuan. FKUB
Jawa Timur (termasuk Kabupaten Sidoarjo) dipilih dengan
pertimbangan isu keberagamannya yang cukup dinamis, meskipun di
masing-masing FKUB anggota perempuannya 3 orang. FKUB DIY
(termasuk Kota Yogyakarta dan Kulonprogo) dipilih karena peneliti
merupakan anggota FKUB Provinsi DIY di mana peneliti memahami
konteks.
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Sementara FKUB Jawa Tengah (termasuk Kota Semarang)
dipilih karena terdapat keunikan di mana Ketua FKUB-nya membuat
SK internal untuk memastikan keterlibatan perempuan dan pemuda.
Meskipun hanya ada 2 anggota perempuan di FKUB DKI Jakarta,
tetapi keduanya sangat aktif dan dapat memengaruhi kebijakan-
kebijakan, baik di internal komunitas agamanya maupun di FKUB.
FKUB Lampung (termasuk Kabupaten Tulang Bawang) dimana
masing-masing memiliki satu orang anggota FKUB perempuan.
Adapun FKUB Sumatera Barat dipilih dengan pertimbangan kekhasan
daerahnya dan juga terdapat banyak kasus isu keberagaman.
Sementara FKUB Sumatera Utara (termasuk Kota Medan dan
Kabupaten Simalungun) dipilih untuk mengakomodir wilayah-
wilayah dengan keberagaman yang juga khas. FKUB Kabupaten
Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dipilih karena memiliki keunikan
dari sisi area, meskipun anggota perempuannya baru satu orang.
Terlepas dari penerapan syariat Islam di Aceh yang pada beberapa hal
menyebabkan perempuan mendapatkan subordinasi dan diskriminasi,
tetapi di FKUB Aceh terdapat 2 anggota perempuan.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur awal adalah melakukan studi kepustakaan, dengan
pembacaan cermat atas buku, artikel, laporan penelitian,
tesis/disertasi, dan sumber dokumen lainnya yang sangat diperlukan
untuk memperoleh informasi tentang dialog antaragama, FKUB dan
perempuan, serta informasi lain yang relevan. Studi lapangan terfokus
pada FKUB yang ada di 27 daerah, seperti yang disebutkan di atas.
Karena keterbatasan sumber daya dan kondisi pandemi COVID-19,
maka prosedur pengumpulan data lapangan hanya menggunakan dua

metode, yakni:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mengungkap data
terkait profil informan anggota perempuan FKUB dan agensi
mereka. Peneliti juga mewawancarai beberapa informan
anggota laki-laki FKUB, khususnya pengurus harian FKUB di
27 daerah yang menjadi fokus penelitian ini. Wawancara
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dilakukan secara offline dan online melalui zoom atau
WhatsApp call/video. Dalam konteks ini, peneliti sudah
membangun komunikasi personal dengan beberapa anggota
FKUB perempuan dan laki-laki di 27 daerah. Melalui jaringan
peneliti di PKUB, di FKUB DIY, dan di lembaga antariman di
beberapa daerah di Indonesia, peneliti mendapatkan kontak
person beberapa anggota perempuan FKUB. Selain itu, pada 17-
22 November 2021, peneliti mengikuti Konferensi Nasional
Asosiasi FKUB se Indonesia di Manado, Sulawesi Utara. Di
event besar inilah peneliti melakukan wawancara langsung
kepada sebagian informan dan berkenalan dengan sebagian
informan lainnya yang tidak sempat melakukan wawancara
langsung di sana, tetapi kemudian melakukan wawancara secara
online setelah acara Konferensi selesai. Peneliti juga telah
melakukan wawancara langsung di tiga lokasi lainnya yakni di
Semarang, Bali (Denpasar, Klungkung, Karangasem dan
Bangli) dan Yogyakarta (Kota Yogyakarta dan Kulonprogo).

Peneliti telah mewawancarai total 78 informan dari 27
FKUB (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), yang terdiri dari 47
informan perempuan dan 31 informan laki-laki. Adapun
rinciannya sebagai berikut:

FKUB PEREMPUAN | LAKI-LAKI
Provinsi Aceh 2 orang 2 orang
Provinsi Bali 2 orang 1 orang
Kab. Karangasem 3 orang
Kab. Bangli 3 orang 3 orang
Kab. Klungkung 3 orang 1 orang
Provinsi DIY 3 orang 1 orang
Kota Yogyakarta 1 orang 1 orang
Kab. Kulonprogo 3 orang 1 orang
DKI Jakarta 2 orang 1 orang
Provinsi Jawa Tengah 2 orang
Kota Semarang 2 orang 3 orang
Provinsi Jawa Timur 2 orang 1 orang
Kab. Sidoarjo 2 orang 1 orang
Provinsi Kalimantan Selatan 2 orang 1 orang
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Provinsi Lampung 1 orang 1 orang
Kab. Tulang Bawang 1 orang 1 orang
Provinsi NTT 4 orang 1 orang
Provinsi Sulawesi Utara 1 orang 1 orang
Kab. Minahasa 1 orang 1 orang
Kab. Sangihe 1 orang 1 orang
Kota Tomohon 2 orang 1 orang
Provinsi Sumatera Barat 2 orang 1 orang
Kota Medan 1 orang 1 orang
Kab. Simalungun 1 orang 1 orang
Kab. Bintan (Kepulawan 1 orang 1 orang
Riau)
Provinsi Sulawesi Selatan 1 orang 1 orang
27 FKUB Provinsi dan 47 31 Laki-laki
Kab/Kota Perempuan

Para informan tersebut dipilih karena mereka merupakan
anggota FKUB dari 27 FKUB yang telah dipilih berdasarkan 3
kategori, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Selain itu,
pemilihan para informan juga didasarkan pada ketersediaan
mereka untuk diwawancarai oleh peneliti, karena tidak semua
anggota FKUB yang menjadi subjek penelitian ini bersedia
peneliti wawancarai. Dari 78 informan yang berhasil peneliti
wawancarai, informasi utama diambil dari 47 informan
perempuan dan sebagian informan laki-laki, khususnya
informan yang menjabat sebagai ketua FKUB. Peneliti
melakukan wawancara kepada para informan dengan panduan
wawancara yang telah disiapkan secara terstruktur, yang
meliputi empat jenis pertanyaan yakni pertanyaan yang
berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, pendapat dan
perasaan (daftar pertanyaan terlampir). Dalam penelitian ini,
nama-nama informan ditulis inisialnya.

. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data
yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumentasi digunakan
untuk mendapatkan profil FKUB dan juga profil narasumber
yang menjadi fokus penelitian ini. Sumber dokumentasi ini
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adalah buku atau majalah yang diterbitkan oleh FKUB, karya-
karya ilmiah terkait dengan FKUB yang menjadi fokus
penelitian ini, media online berupa website/blog, dan media
sosial (Facebook dan Instagram) yang dimiliki oleh FKUB yang
menjadi fokus penelitian ini, dan berita yang relevan. Selain itu,
buku-buku, artikel-artikel dan karya tulis ilmiah, seperti tesis
dan disertasi, yang berkaitan dengan tema perempuan,
kerukunan antaragana, dialog antaragama, dan FKUB akan
digunakan sebagai sumber data.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap
yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.** Semua data mentah yang telah terkumpulkan mengenai
FKUB di Indonesia secara umum, mengenai beberapa FKUB yang
menjadi fokus penelitian ini dan mengenai anggota FKUB yang
menjadi informan dipaparkan dalam file peneliti. Peneliti kemudian
membandingkan dan mencari titik temu perbedaan dan persamaan
antara data-data tersebut. Berikutnya peneliti melakukan interpretasi
hasil dari perbandingan tersebut dengan memakai dua pendekatan
secara bersamaan dan bersinergi. Dalam menganalisis data tersebut,
peneliti menggunakan beberapa teori, seperti yang sudah diuraikan
pada bagian sebelumnya, sebagai pisau analisis.

Peneliti menggunakan trianggulasi data dengan berusaha
melakukan kroscek antara data yang diperoleh dari informan melalui
wawancara, dengan data atau fakta empiris yang didapatkan melalui
dokumentasi. Dalam hal ini data dari hasil wawancara dengan para
informan diperiksa kembali dengan menggunakan data dari hasil
observasi dan dokumentasi yang relevan. Dengan demikian, data
kualitatif yang telah diperoleh divalidasi dengan menggunakan
berbagai sumber, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

154 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data
Analysis: A Source Book of New Methods, (London: Sage Publication, 1998), 12.
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Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan-kesimpulan dari hasil
analisa yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan
Penulisan hasil penelitian ini dirancang dengan sistematika enam bab.
Bab pertama berisi gambaran umum tentang penelitian ini.
Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua
membahas tentang perempuan, dialog antaragama dan FKUB secara
umum. Dalam bab ini diuraikan tentang wacana perempuan dalam
dialog antaragama dan dominasi maskulin serta maskulintas
hegemonik di dalamnya. Selanjutnya diuraikan tentang sejarah singkat
pembentukan FKUB, peraturan terkait dengan FKUB dan peran
strategis FKUB. Pada bagian akhir bab ini dibahas lebih dalam tentang
peran FKUB dalam dialog antaragama untuk perdamaian di Indonesia.
Bab ketiga menguraikan posisionalitas perempuan dalam
FKUB yang memiliki struktur maskulin. Dalam bab ini dikaji tentang
bentuk dan praktik dominasi maskulin, bahkan maskulinitas
hegemonik di dalam FKUB. Bab ini juga membahas faktor-faktor
yang memengaruhi lahirnya dominasi maskulin di FKUB. Bab ini
diakhiri dengan pembahasan tentang relevansi dominasi maskulin
dengan perwujudan kerukunan antaragama di Indonesia. Bab keempat
fokus membahas tentang narasi agensi perempuan dalam FKUB dan
perspektif mereka tentang gender, keberagaman dan inklusivitas. Pada
bab ini dikaji secara mendalam tentang habitus yang mengonstruksi
perempuan di dalam FKUB. Pada bab ini diuraikan juga secara detail
tentang modal-modal yang dimiliki oleh para perempuan yang
menjadi anggota FKUB, dan bagaimana modal-modal tersebut
didayagunakan oleh mereka di dalam lingkungan FKUB. Di bagian
akhir bab ini peneliti menggali secara kritis paradigma sejumlah
perempuan yang menjadi informan penelitian ini tentang gender dan
kepemimpinan perempuan, tentang relasi laki-laki dan perempuan
dalam FKUB, dan tentang keberagaman dan inklusivitas, termasuk
tentang dialog antaragama dan perdamaian.
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Bab kelima membahas tentang strategi dan distingsi perempuan
di dalam FKUB. Pada bab ini, peneliti menganalisis proses rekrutmen
anggota FKUB perempuan, dan tantangan serta hambatan yang
dihadapi oleh mereka. Kemudian peneliti menelaah strategi para
perempuan menghadapi tantangan dan hambatan yang mereka hadapi,
dan distingsi mereka dengan laki-laki di dalam FKUB. Bab keenam
berisi kesimpulan, catatan kritis dan rekomendasi dari tema penelitian
ini.



BAB VI
PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari kajian disertasi ini, yang
mencakup kesimpulan dan saran. Pada bagian awal, peneliti
menguraikan secara singkat temuan-temuan dari hasil kajian dan
analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Pada
bagian akhir, peneliti memaparkan beberapa keterbatasan yang ada
dalam penelitian ini, dimana keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat
dijadikan peluang oleh peneliti lainnya untuk mengembangkan
penelitian serupa di masa yang akan datang.

A. Kesimpulan

FKUB merupakan salah satu lembaga yang unik di Indonesia. la
memiliki posisi di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat.
Sebagai sebuah lembaga yang diinisasi pemerintah bersama pemuka
agama, FKUB dapat membangun hubungan dan kerja sama dengan
pemerintah dan sekaligus dengan masyarakat, khususnya berkaitan
dengan isu keragaman dan kerukunan antaragama. FKUB tidak hanya
berfungsi menjadi wadah bagi tokoh lintas agama untuk berjumpa,
berdialog dan melakukan kegiatan bersama, namun juga sebagai pihak
yang memfasilitasi dan memediasi konflik yang terjadi di kalangan
umat beragama. Sejak awal, FKUB dimaksudkan untuk menjembatani
perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat Indonesia yang
majemuk dan menjaring aspirasi masyarakat tentang pengelolaan
kehidupan beragama. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai kritik
terhadap FKUB yang muncul dari tahun 2006 hingga saat ini, dapat
dikatakan bahwa FKUB memiliki peran strategis dalam mewujudkan
kerukunan dan menumbuhkan perdamaian di masyarakat melalui tugas
utamanya memfasilitasi dialog antaragama.

Di tengah perannya yang strategis tersebut, salah satu
kelemahan FKUB yang jarang dikaji adalah adanya gap yang sangat
lebar antara laki-laki dan perempuan, dimana berdasarkan riset awal
peneliti  menemukan keterlibatan perempuan hanya 8 persen
berbanding 92 laki-laki. Sangat minimnya keterlibatan perempuan di

327
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dalam FKUB tersebut, langsung maupun tidak langsung, berdampak
terhadap perwujudan tujuan dari FKUB itu sendiri, yakni memelihara
dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.! Padahal perempuan, sama
seperti laki-laki, merupakan agen penting dalam menyemai dan
merawat toleransi dan kerukunan antaragama, bahkan perempuan
memiliki peran sangat krusial di dalam institusi keluarga. Oleh karena
itu, dalam penelitian ini, peneliti menganalisis agensi perempuan di
tengah-tengah FKUB yang berwajah maskulin.

Tiga pertanyaan utama penelitian ini adalah struktur apa yang
berkontribusi terhadap minimnya perempuan dalam FKUB dan
konsekuensinya bagi dialog antaragama di Indonesia, bagaimana
agensi para perempuan dalam FKUB dan perspektif mereka tentang
gender, keberagaman dan dialog antaragama, dan bagaimana strategi
yang digunakan oleh mereka di dalam struktur FKUB yang didominasi
struktur maskulin. Riset ini melibatkan tujuh puluh delapan informan,
diantaranya empat puluh tujuh informan perempuan dan tiga puluh
satu informan laki-laki anggota FKUB dari dua puluh tujuh FKUB
Provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan data dan pembahasan pada bab tiga, ditemukan
empat bentuk dan praktik dominasi maskulin di FKUB, yaitu 1)
Ketimpangan sangat lebar antara laki-laki dan perempuan dalam
struktur kepengurusan FKUB dimana laki-laki 91,9 persen dan
perempuan 8,1 persen, dimana hal ini menunjukkan adanya kenaikan
0,1 persen dalam 3 tahun terakhir; 2) Dominasi laki-laki dalam
pengambilan keputusan, dimana perempuan lebih banyak terlibat
dalam urusan logistik dan administratif, tetapi sangat jarang dilibatkan
dalam pengambilan keputusan penting di FKUB; 3) Pembiasan gender
dalam program-program dan kegiatan-kegiatan FKUB dimana isu
perempuan atau kesetaraan gender dipandang oleh sebagian anggota
FKUB sebagai isu tidak penting dan tidak terkait dengan isu
kerukunan dan perdamaian. Padahal isu perempuan atau kesetaraan

! Badan Litbang dan Diklat Departmen Agama RI, Tanya Jawab Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006, (Jakarta:
Badan Litbang dan Diklat Departmen Agama RI, 2007), 16.
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gender beririsan erat dengan hampir semua isu, termasuk isu sosial,
ekonomi, budaya, agama, lingkungan, politik dan lain-lain; dan 4)
Penempatan perempuan di lapisan kedua, dimana perempuan hanya
diberi sedikit ruang untuk terlibat dalam hal-hal yang sifatnya
kualitatif-substansial. Padahal kebanyakan mereka merupakan
perempuan terdidik, pemimpin di komunitasnya, dan memiliki
kapasitas yang mumpuni untuk misalnya menjadi narasumber,
moderator, fasilitator atau mediator. Keempat bentuk dan praktik
dominasi maskulin tersebut menyiratkan adanya relasi kuasa yang
tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan di FKUB.

Penelitian ini menemukan lima faktor utama yang berkontribusi
terhadap munculnya hal tersebut di atas, yaitu: 1) Konstruksi sosial
atas relasi laki-laki dan perempuan yang patriarkis, seperti pembagian
peran dikotomis publik vs domestik, pemosisian laki-laki superior
dibanding perempuan, stereotip negatif terhadap perempuan maupun
laki-laki, dan struktur organisasi yang maskulin; 2) Problem di internal
perempuan sendiri, seperti persaingan tidak sehat, kurang inisiatif dan
mindset bahwa perempuan lemah, emosional, subjektif dan sulit
menjadi pemimpin; 3) Problem di majelis agama, seperti struktur
majelis agama yang male-dominated, dan tidak ada political will dari
majelis agama untuk mengutus perempuan sebagai pengurus FKUB;
4) Bias gender dalam pemahaman terhadap ajaran agama, seperti
penafsiran teks kitab suci yang lebih meninggikan laki-laki dibanding
perempuan; 5)  Ketidakjelasan peraturan  pemerintah  dan
implementasinya, seperti di dalam PBM No. 8 dan 9 tahun 2006 yang
tidak menyebutkan perimbangan anggota berdasarkan jenis kelamin
yang berdampak terhadap pandangan bahwa hanya laki-laki yang
dapat menjadi anggota FKUB.

Dengan demikian, merujuk pada konsep Connell dan
Messerschmidt,? dapat dikatakan bahwa maskulinitas hegemonik hadir
di FKUB karena subordinasi perempuan secara struktural maupun
kultural. Organisasi-organisasi keagamaan atau majelis-majelis agama

2 R. W. Connell dan James W. Messerschmidt, “Hegemonic
Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender & Society, Vol. 19 No. 6,
(December 2005): 835 dan 844.
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yang menjadi basis dari keanggotaan di FKUB juga memiliki struktur
dan budaya maskulin dan hegemonik yang secara internal tidak
mengizinkan perempuan menjadi pemimpin.

Namun demikian, maskulinitas hegemonik tidak menghilangkan
hal-hal positif yang ada di FKUB. Penelitian ini menemukan adanya
peningkatan jumlah anggota FKUB perempuan di banyak FKUB dan
ada beberapa FKUB yang berada di fase rintisan dimana perempuan
baru dilibatkan pada periode ketiga kepengurusan. Meskipun
peningkatan tersebut belum terlalu signifikan dalam mengeliminir
wajah maskulin FKUB, karena masih ada beberapa FKUB yang
jumlah perempuannya tetap atau menurun bahkan masih banyak
FKUB yang pengurusnya laki-laki semua, akan tetapi fakta ini
menunjukkan adanya perkembangan positif yang perlu diapresiasi.

Berdasarkan data penelitian ini, keterlibatan perempuan di
FKUB cenderung terus meningkat, khususnya pada periode ketiga
kepengurusan lima tahunan. Jika kecenderungan ini semakin
berkembang menjadi trend, dimana semakin banyak perempuan
terlibat di FKUB, maka peneliti memprediksi kerukunan antaragama
akan cepat terwujud di masyarakat, khususnya di kalangan akar
rumput.

Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya
yang telah dilakukan oleh anggota perempuan FKUB dengan
mendorong perubahan habitus baru yang lebih adil gender. Selain itu,
ada FKUB yang menggunakan strategi-strategi tertentu, seperti yang
ditunjukkan oleh FKUB Bali yang membentuk Forum Perempuan
Lintas Agama (FORPELA) di Bali, dan FKUB Sidoarjo yang
membentuk Keluarga Besar (KB) FKUB di mana salah satu bidangnya
adalah Komite Pemberdayaan Perempuan, telah berperan penting
dalam menyediakan ruang lebih banyak bagi perempuan untuk
menjadi agen kerukunan antaragama melalui FKUB. Lebih jauh, di
dalam FORPELA dan KB FKUB, perempuan lintas agama dapat lebih
leluasa mengartikulasikan gagasan-gagasan dan karya-karyanya dalam
upaya menciptakan toleransi dan kerukunan antaragama. Mereka juga
akan semakin berdaya dan semakin siap berkontestasi di arena FKUB
yang male dominated.
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Sangat minimnya perempuan di FKUB secara umum dipandang
oleh para informan menjadi tantangan bahkan hambatan serius dalam
mewujudkan  kerukunan antaragama di masyarakat. Maka
meningkatkan jumlah perempuan di FKUB secara kuantitas dan
memberdayakan perempuan secara kualitas menjadi satu hal yang
penting bahkan suatu keharusan. Pandangan seperti ini dapat
menunjang implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender yang
dilakukan pemerintah.

Dalam konteks ini, eksistensi FKUB menjadi sangat penting
untuk terus disosialisasikan di level nasional maupun level lokal.
Sampai saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum
mengetahui apa itu FKUB, apa saja tugas dan peran FKUB, siapa
saja yang terlibat dalam FKUB, bagaimana menjadi anggota atau
penerima manfaat FKUB, apa saja program-programnya dan
bagaimana pendanaannya. Sebagaimana ditunjukkan data-data
penelitian ini, masih banyak masyarakat yang menganggap FKUB
sebagai pemadam kebakaran yang lebih banyak berfungsi
menyelesaikan konflik sosial keagamaan, daripada fungsi-fungsi
pencegahan konflik. Masih banyak masyarakat yang belum
mengenal dan berinteraksi langsung dengan pengurus FKUB. Oleh
karena itu, menjadi tugas pengurus FKUB sendiri untuk
memperkenalkan diri dan membuktikan keberadaannya dengan terus
menyapa masyarakat melalui berbagai kegiatan konkret di tengah-
tengah masyarakat.

Menjawab pertanyaan penelitian kedua mengenai agensi para
perempuan dalam FKUB dan perspektif mereka tentang gender,
keberagaman dan dialog antaragama, dengan menggunakan konsep
Bourdieu tentang praktik sosial® sebagai kerangka teori, penelitian ini
menemukan interaksi antara habitus, arena dan modal yang dimiliki
para perempuan anggota FKUB. Penelitian ini menemukan dua
habitus utama di FKUB. Habitus pertama adalah bahwa FKUB telah
memiliki visi inklusif terhadap perbedaan agama dan etnis tetapi
belum memiliki visi inklusif bagi keberagaman gender. Habitus

3 Pierre Bourdieu, Outline of Theory, Outline of A Theory of Practice,
terj, R. Nice, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 82.
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kedua bahwa pemimpin di semua organisasi keagamaan kebanyakan
laki-laki sehingga tidak dapat dihindari jika anggota FKUB memiliki
mental model yang memandang perempuan sebagai makhluk
subordinat dan marginal. Relasi dialektis telah terjadi di antara
habitus dan arena, dimana di satu sisi dua habitus tersebut telah
mengonstruksi FKUB (arena), dan di sisi lain wajah FKUB juga
dibentuk oleh habitus-habitus tersebut.

Namun demikian, habitus-habitus tersebut tidak dibiarkan oleh
para informan perempuan. Sebagai agen aktif dan memandang laki-
laki dan perempuan sebagai sama-sama subjek, sebagaimana
pandangan Haraway,* ada sebagian anggota FKUB perempuan yang
melontarkan kritik, negosiasi, lobby dan tawar menawar, bahkan
desakan untuk mengubah situasi maskulin dan tidak adil. Hal
tersebut dilakukan karena, pertama, mereka menyadari bahwa
perempuan, sebagaimana juga laki-laki, adalah agen penting dalam
menciptakan kerukunan dan perdamaian di masyarakat. Merujuk
pada konsep Haraway,® mereka memahami bahwa perempuan dan
laki-laki merupakan subjek yang dapat berrelasi membentuk
intersubjectivity yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, sebagai
sesama subjek, mereka meyakini bahwa mereka mampu
memengaruhi anggota FKUB laki-laki.

Kedua, terdapat habitus lain yang memengaruhi para
perempuan anggota FKUB yakni keyakinan akan kesetaraan antara
laki-laki dan perempuan. Keyakinan ini lahir karena mereka
memiliki perspektif kesetaraan gender yang baik sebagai dampak
dari wawasan mereka yang luas dan keaktifan mereka di berbagai
organisasi, khususnya organisasi perempuan. Selain itu, tidak dapat
diabaikan bahwa ada juga anggota FKUB laki-laki yang tidak
menerima habitus tersebut, dengan melakukan langkah strategis

4 Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and
Socialist Feminism in the Late Twentieth Century," dalam Simians, Cyborgs
and Women: The Reinvention of Nature (New York; Routledge, 1991), 159 dan
163.

5 Ibid.,, 180. Lihat juga Donna Haraway, "A Manifesto for Cyborgs: Science,
Technology and Socialist Feminism in the 1980s” dalam Feminism/Postmodernism, Ed.
Linda J. Nicholson, (New York: Routledge, 1990), 35-36.
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nyata untuk memberi ruang pada perempuan berkiprah lebih banyak
di FKUB seperti yang dilakukan oleh ketua FKUB Bali dan FKUB
Sidoarjo. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggota FKUB
perempuan dan juga laki-laki, sama-sama berperan signifikan dalam
mengkritik sekaligus mengubah bahkan menaturalisasi habitus baru.
Ketiga, sebagaimana telah ditunjukkan data-data dan pembahasannya
di bab empat, mereka memiliki modal sosial, modal kultural, modal
simbolik dan modal ekonomi yang cukup besar.

Mayoritas anggota perempuan FKUB memiliki modal sosial
yang besar berupa jaringan sosial dan jaringan organisasi yang cukup
kuat karena telah terbangun sejak lama. Hal ini diperkuat dengan
modal kultural mereka berupa pendidikan yang tinggi dan beragam
profesi, yang kemudian berpengaruh terhadap kemandirian mereka di
bidang ekonomi. Semua ini secara signifikan memengaruhi modal
simbolik mereka yang juga cukup besar berupa macam-macam
jabatan atau posisi penting dan strategis, dan status sosial mereka
yang cukup tinggi. Ketiga modal tersebut kemudian berdampak
terhadap besarmya modal ekonomi mereka berupa penghasilan yang
tinggi dan kepemilikan beragam aset fisik.

Terdapat banyak kesamaan di antara modal-modal yang
dimiliki para perempuan anggota FKUB dimana ia sangat
dibutuhkan untuk mengubah struktur sosial yang ada di arena, yakni
FKUB. Akumulasi dari modal-modal tersebut telah berpengaruh
penting terhadap kemampuan mereka untuk memenangkan
kontestasi dalam arena. Mereka telah mendayagunakan beragam
modal di dalam arena FKUB, sehingga di antara mereka mampu
melakukan Kritik, negosiasi, bahkan perlawanan. Demikian juga,
sifat transferable di antara berbagai modal tersebut terlihat jelas,
yakni dari modal sosial menjadi modal simbolik, dari modal kultural
menjadi modal ekonomi, dan dari modal simbolik menjadi modal
ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, dengan
modal-modal yang mereka miliki, para perempuan anggota FKUB
dapat memainkan agensinya di dalam arena FKUB yang maskulin
dan hegemonik.
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Dari temuan-temuan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa
sebagai sebuah lembaga yang berisi kumpulan dari berbagai subject
yang berbeda agama, suku, usia, pendidikan, profesi, pengalaman,
dan interest, maka FKUB dapat menjadi wadah yang kaya akan
keragaman dan perspektif sehingga ia layak dijadikan laboratorium
untuk pengelolaan keberagaman dan perbedaan yang ada di
Indonesia. Agen-agen yang ada di dalamnya, termasuk perempuan
dan laki-laki, dengan modal-modal yang mereka miliki
sesungguhnya memungkinkan lahirnya perubahan habitus FKUB
yang pada gilirannya akan mampu membentuk habitus ‘baru’ di
FKUB. Yaitu FKUB yang memiliki visi inklusif bagi keberagaman
gender, sehingga akan lahir keseimbangan antara laki-laki dan
perempuan dan antara maskulinitas dan feminitas. Lebih lanjut
diharapkan muncul kepemimpinan yang equal antara laki-laki dan
perempuan di organisasi keagamaan dan di FKUB, karena
perempuan dipandang sebagai subjek seperti laki-laki, yang tidak
boleh dipinggirkan atau tidak boleh disubordinasi.

Untuk tercapainya hal tersebut, menurut hemat peneliti, para
perempuan yang ada di FKUB, khususnya, harus melakukan strategi
optimalisasi modal-modal yang mereka miliki baik modal sosiall,
kultural, simbolik maupun ekonomi untuk mendorong terbentuknya
habitus baru tersebut, dan menaturalisasinya sehingga tujuan dari
FKUB akan tercapai. Jika diamati lebih mendalam, di antara
berbagai modal yang dimiliki oleh mereka, di dalam konteks FKUB,
modal sosial berupa jaringan yang kuat, dan modal kultural berupa
pendidikan tinggi terbukti dapat mengungguli modal-modal lainnya
untuk mampu bekontestasi dan bernegosiasi.

Namun demikian, menarik untuk dicatat bahwa modal-modal
yang relatif besar yang dimiliki oleh para perempuan anggota FKUB
tersebut tidak serta merta berdampak positif terhadap penguatan
peran dan otoritas para perempuan di lingkungan FKUB. Kalaupun
ada dampaknya, dapat dikatakan sangat kecil, yang dibuktikan
dengan masih minimnya posisi kepemimpinan perempuan di
lingkungan FKUB. Begitu juga, belum ada relevansi signifikan
antara modal-modal besar yang dimiliki oleh anggota perempuan
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FKUB dengan paradigma dan praktik kesetaraan gender di
lingkungan FKUB. Meski secara umum para perempuan anggota
FKUB memiliki perspektif kesetaraan gender yang baik, namun
masih ada yang bias gender, termasuk pandangan bahwa perempuan
boleh menjadi pemimpin dengan syarat ia mampu menyeimbangkan
antara peran publik dan domestik, dimana hal yang sama tidak
disematkan kepada laki-laki.

Oleh sebab itu, pelibatan perempuan di FKUB, baik sebagai
pengurus FKUB maupun sebagai penerima manfaat dari program-
program FKUB harus terus ditingkatkan secara kuantitas maupun
kualitas. Secara kuantitas, pengurus FKUB seyogyanya berjumlah
minimal 30 persen dari keseluruhan pengurus FKUB yang ada, baik
di level kabupaten/kota maupun di level provinsi, sebagaimana
menjadi harapan dan pandangan umum para informan baik
perempuan maupun laki-laki. Banyak tokoh agama dan tokoh
masyarakat dari kalangan perempuan yang layak menjadi pengurus
FKUB. Mereka tersebar di majelis-majelis agama, di organisasi-
organisasi perempuan, khususnya organisasi perempuan keagamaan,
dan di organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya.

Jika memang tidak mudah mengutus perempuan atas nama
majelis agama karena pengurus harian majelis-majelis agama masih
dominan laki-laki, maka pengurus FKUB perempuan dapat diminta
langsung dari ormas keagamaan perempuan seperti Fatayat,
Muslimat, Nasyiatul Aisyiyah, Aisyiyah, WKRI, PWKI, PEKHIN,
WHDI, Wanita Buddha, dan lain sebagainya. Metode seperti ini telah
dilakukan misalnya oleh FKUB Jawa Timur dan FKUB Kalimantan
Selatan. Alih-alih hanya menggunakan perutusan majelis-majelis
agama, penggunaan beragam metode dan strategi untuk menjaring
perempuan sebagai pengurus FKUB sangat diperlukan untuk
memastikan peningkatan pelibatan perempuan di FKUB.

Selain itu, penelitian ini menemukan enam jenis pola
rekrutmen pengurus FKUB perempuan yang dapat dijadikan
alternatif ketika sebuah FKUB mengalami kesulitan mendapatkan
anggota perempan. Keenam pola tersebut yakni relasi dan
komunikasi personal, penugasan fungsional dari instansi, penetapan
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olen lembaga kepemerintahan, perutusan oleh majelis agama,
perutusan oleh organisasi internal agama, dan perutusan oleh
organisasi keagamaan perempuan. Meskipun dalam praktiknya
keenam pola tersebut cenderung menggunakan pendekatan maskulin,
akan tetapi aspek agensi perempuan cukup menonjol yang
dipengaruhi oleh habitus yang berkembang di kalangan perempuan
anggota FKUB dan modal-modal yang mereka miliki. Namun perlu
dicatat bahwa kepemimpinan perempuan di FKUB masih menjadi
tantangan tersendiri untuk diwujudkan.

Adapun perspektif para perempuan anggota FKUB mengenai
pluralisme dan inklusivitas dapat dikatakan cukup baik dan
komprehensif. Hal ini tidak mengherankan karena merupakan
konsekuensi logis dari pengalaman mayoritas mereka yang telah
berjumpa dan bergaul dengan yang berbeda agama dan etnis sejak
usia dini. Maka, penelitian ini juga menemukan bahwa agensi
mereka yang cukup kuat di tengah habitus patriarkal telah
berkontribusi terhadap praktik berrelasi di antara mereka dengan
kolega laki-laki di FKUB yang bersifat setara dan tidak diskriminatif.
Sementara itu, mengacu pada konsep dari Swidler,® dialog
antaragama di FKUB lebih banyak dipraktikkan dengan model
dialog head yang dikritik elitis dan jauh dari problem riel di
Masyarakat. Oleh karena itu, di FKUB perlu dikembangkan model
dialog heart dan dialog hand sehingga kehadiran FKUB akan
semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena bersentuhan
langsung dengan problem dan kebutuhan mereka sehari-hari.

Beralih ke pertanyaan penelitian ketiga tentang strategi yang
digunakan oleh para perempuan di dalam struktur FKUB yang
didominasi struktur maskulin. Peneliti menemukan setidaknya lima
strategi yang telah digunakan oleh para perempuan anggota FKUB
untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang ada ketika
mereka ber-FKUB, yakni 1) Komunikasi asertif, yakni membangun

6 Leonard Swidler, Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the
Transformation of Culture-Shaping Institutions, (New York: Palgrave MacMillan,
2014), 47-51. Lihat juga https://dialogueinstitute.org/what-is-dialogue, diakses pada 19
Mei 2023.
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dan menjaga komunikasi yang baik, jujur dan terbuka serta bersikap
tegas dan berani dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang
ada dan dalam mengupayakan terbentuknya habitus baru yang lebih
adil gender; 2) Suportif, yakni saling mendukung di antara anggota
perempuan (women supporting women) untuk memperkuat posisi
dan pengaruh perempuan di FKUB; 3) Edukasi, yakni dengan terlibat
dalam berbagai jejaring ulama seperti JP3M dan KUPI, serta MPU
dan pendidikan sebaya kepada sesama perempuan untuk
meminimalisir dominasi maskulin di FKUB; 4) Suksesif, yakni
menyiapkan kader perempuan baik untuk duduk sebagai anggota
FKUB maupun untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan FKUB seperti
melalui FORPELA Bali dan Keluarga Besar (KB) FKUB Sidoarjo;
dan 5) Intervensi, yakni memanfaatkan otoritas yang dimiliki oleh
anggota perempuan FKUB untuk melakukan intervensi kepada
majelis agama agar mengutus perempuan menjadi anggota FKUB
dan meminta secara argumentatif adanya keterwakilan perempuan
sebagai narasumber atau fasilitator di setiap kegiatan untuk
meningkatkan pelibatan perempuan di FKUB, baik sebagai anggota
maupun sebagai penerima manfaat.

Penelitian ini juga menemukan beberapa distingsi khas
perempuan, yakni 1) Gaya berkomunikasi, dimana anggota FKUB
perempuan dinilai lebih luwes dalam berkomunikasi, sehingga pesan
lebih mudah tersampaikan dan masalah dapat teratasi dengan baik
karena kemampuan negosiasai yang baik; 2) Detail oriented skill,
dimana perempuan lebih memperhatikan hal-hal detail dibanding
laki-laki, termasuk dalam membuat perencanaan atau melihat
persoalan; 3) Soft approach, dimana perempuan dipandang memiliki
tendensi untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang lunak dan
lebih fokus pada proses daripada hasil dalam menyelesaikan konflik.

Distingsi ini tidak hanya menunjukkan gaya, kecenderungan
dan model yang khas perempuan, tetapi sesuatu yang tidak dimiliki
dan digunakan oleh laki-laki. Dengan demikian, pengalaman yang
khas perempuan tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan penting,
di tengah-tengah realitas androsentrisme, dalam kajian sosiologi,
khususnya terkait dengan isu perempuan, toleransi, dialog dan
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perdamaian. Ketiga distingsi tersebut juga menjadikan FKUB lebih
dinamis karena adanya keseimbangan antara sifat maskulin dan
feminin.

Berbagai strategi dan distingsi tersebut telah memperkuat
agensi para perempuan di FKUB, termasuk dalam rangka mengubah
habitus yang lebih seimbang dan adil gender. Perubahan dan
terobosan yang dilakukan oleh mereka juga ditopang oleh perspektif
kesetaraan gender yang dimiliki oleh beberapa laki-laki anggota
FKUB, yang berakibat meningkatnya kuantitas perempuan di FKUB
meskipun belum signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya
sungguh-sungguh untuk membangun struktur dan budaya adil
gender, sehingga kerukunan dan perdamaian akan terwujud di
masyarakat melalui pelibatan penuh laki-laki dan perempuan baik di
lembaga-lembaga keagamaan maupun di FKUB.

Kombinasi antara strategi dan distingsi para perempuan
anggota FKUB tersebut memungkinkan mereka dapat berkontribusi
signifikan terhadap penyelesaian problem-problem yang dihadapi
oleh masyarakat terkait isu toleransi, rumah ibadat, dan lain-lain, dan
dengan demikian tujuan FKUB dapat tercapai dengan baik.
Sementara itu, para perempuan anggota FKUB juga tidak
sepenuhnya terpisah dari aspek-aspek kepemimpinan di FKUB, yang
masih didominasi oleh laki-laki. Peran strategis mereka lebih
ditentukan oleh upaya mereka sendiri dan juga sebagian pimpinan
mereka untuk mengubah habitus yang selama ini ada. Hal ini
termasuk memastikan jumlah representasi perempuan di dalam
FKUB, peran dan tugas mereka yang lebih substansial, agar FKUB
benar-benar berfungsi sebagai forum yang mendorong terwujudnya
kerukunan dan perdamaian di masyarakat.

Berkaca pada teori Bourdieu dan Haraway, secara teoretis,
pembentukan habitus baru dan naturalisasinya, sebagaimana
disebutkan di atas, dimungkinkan terjadi di FKUB di masa yang akan
datang. Syaratnya adalah struktur dan kultur yang maskulin dan
hegemonik dapat dieliminir dengan meningkatkan Kketerlibatan
perempuan secara kuantitas maupun kualitas di dalam FKUB, dan
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anggota FKUB diisi oleh orang-orang yang kapabel dalam isu
keberagaman dan memiliki perspektif gender.

Apabila wajah FKUB tetap atau tidak berubah, maka bukan
saja tujuan ber-FKUB sulit untuk dicapai, tetapi juga melanggengkan
habitus yang maskulin, bahkan hegemonik. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan adanya perubahan-perubahan penting di dalam
pelibatan perempuan di FKUB baik secara kuantitas maupun
kualitas, yang ditopang oleh banyak faktor, termasuk modal-modal
yang dimiliki perempuan dan berbagai strategi yang telah dilakukan
baik secara individual maupun institusional. Meskipun perubahan
tersebut belum menjadi trend saat ini, akan tetapi peneliti
memprediksi dalam satu atau dua decade ke depan, peran dan posisi
laki-laki dan perempuan di FKUB akan setara (equal).

B. Saran-saran

Sebagai sebuah entitas publik dengan peran yang cukup strategis
dalam mengelola keberagaman agama dan etnis di tengah-tengah
masyarakat Indonesia, serta eksistensinya yang terstruktur dan
massif, maka FKUB sangat layak dan masih terbuka lebar untuk
diteliti lebih lanjut dari berbagai segi. Misalnya terkait dengan isu
perempuan, anak muda dan relevansi FKUB di tengah era disruptif,
serta kajian FKUB berbasis lokus tertentu yang memiliki konteks dan
problem yang berbeda-beda satu sama lain.

Penelitian ini hanya mengungkap agensi perempuan di FKUB
dengan sisi cakupan wilayah sebagian kecil FKUB, belum secara
komprehensif mengkaji keseluruhan FKUB yang ada di Indonesia.
Oleh karena itu, kajian tentang bagaimana agensi perempuan di
FKUB-FKUB lainnya di Indonesia menjadi penelitian yang penting
untuk dilakukan dan akan memperkaya penelitian mengenai agensi
perempuan di lembaga antaragama.

Demikian juga, riset lebih lanjut yang memotret peran dan
kontribusi perempuan dalam lembaga-lembaga antaragama, termasuk
FKUB, dalam menciptakan kerukunan antaragama dan perdamaian
di Indonesia sangat layak dilakukan. Apalagi dengan semakin
meningkatnya perspektif kesetaraan gender di kalangan para pemuka
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agama, akan semakin banyak perempuan yang terlibat di FKUB di
masa yang akan datang, maka penelitian mengenai dinamika dan
pengalaman perempuan dalam menciptakan kerukunan antaragama
menjadi suatu keharusan untuk dikerjakan.

Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada agensi perempuan di
FKUB dengan menggunakan satu pendekatan yakni pendekatan
sosiologis. Maka kajian tentang agensi dan peran perempuan di
FKUB dengan menggunakan pendekatan lain, termasuk pendekatan
etnografis, antropologis, teologis, dan lain sebagainya menjadi
signifikan untuk dilakukan. Sehingga agensi perempuan dalam
konteks menciptakan kerukunan antaragama di Indonesia akan
tergambar secara lebih mendalam dan komprehensif.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan
referensi tentang FKUB di Indonesia, dan memperkaya khazanah
keilmuan mengenai perempuan, dialog antaragama dan perdamaian
di Indonesia dan di Asia Tenggara. Terakhir, hasil penelitian ini
dapat menjadi masukan berarti bagi perbaikan dan pengembangan
kebijakan pemerintah terkait dengan upaya merawat dan
mengembangkan kerukunan antaragama dan perdamaian di
Indonesia dengan pelibatan yang seimbang antara laki-laki dan
perempuan.
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